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ABSTRAK

Tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh anak
adalah perbuatan melanggar hukum, dan akan diproses oleh
hukum berdasarkan peraturan yang mengatur tentang
penjatuhan hukuman terhadap anak. Namun dalam Sistem
Peradilan Pidana Anak terdapat alternatif penyelesaian perkara
yang dilakukan oleh anak. Dalam konsep restorative justice
merupakan penyelesaian perkara tindak pidana untuk
mengedepankan konsep perdamaian atau pemafaan dengan
melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku maupun korban,
dengan pendekatan dengan cara (diversi). Berdasarkan latar
belakang tersebut penulis merumuskan dua rumusan masalah
yaitu: 1. Bagaimana penyelesaian tindak pidana kekerasan
yang melibatkan anak di bawah umur dalam putusan
Pengadilan Negeri Kendal NO.8/Pid.Sus-Anak/2020/Pn Kdl ?
2. Bagaimana analisis Restorative Justice dan hukum pidana
Islam terhadap tindak pidana kekerasan yang melibatkan anak
dalam putusan Pengadilan Negeri Kendal NO.8/Pid.Sus-
Anak/2020/Pn KdI ?

Jenis penelitian ini adalah menggunakan penelitian
studi hukum normatif, yang menggunakan bahan sumber

hukum berupa peraturan perundang-undangan,
keputusan/ketetapan pengadilan, dan teori hukum pada
penelitian ini.

Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa
penerapan hukum pidana positif tindak pidana yang dilakukan
oleh anak dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang
Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan
pendekatan restorative justice. Secara hukum pidana Islam
unsur yang di kedepankan dalam pendekatan restorative justice
memenuhi konsep Al-sulhu yaitu perdamaian atau pemaafan.
Dapat juga dilakukan dengan mengganti hukuman dengan
jarimah qisas diyat (denda).

Kata kunci : Tindak Pidana Kekerasan, Perlindungan
Anak, Hukum Pidana Islam
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ABSTRACT

Criminal acts of violence committed by children are
unlawful acts, and will be processed by law based on
regulations governing the imposition of penalties on children.
However, in the Juvenile Criminal Justice System there is an
alternative settlement of cases committed by children. In the
concept of restorative justice, it is the settlement of criminal
cases to put forward the concept of peace or forgiveness by
involving the perpetrators, victims, families of the perpetrators
and victims, with a diversion approach. Based on this
background, the authors formulate two problem formulations,
namely: 1. How is the settlement of violent crimes involving
minors in the Kendal District Court decision NO.8/Pid.Sus-
Anak/2020/Pn KdI? 2. What is the analysis of Restorative
Justice and Islamic criminal law regarding acts of violence
involving children in the Kendal District Court decision
No.8/Pid.Sus-Anak/2020/Pn KdlI?

This type of research is to use normative legal study
research, which uses legal source materials in the form of laws
and regulations, court decisions/decisions, and legal theory in
this study.

The results of this study can be concluded that the
application of positive criminal law on crimes committed by
children in Law No. 11 of 2012 concerning the Juvenile
Criminal Justice System must prioritize a restorative justice
approach. According to Islamic criminal law, the elements put
forward in the restorative justice approach fulfill the concept
of As-shulhu, namely peace or forgiveness. Can also be done
by replacing the punishment with jarimah qisas diyat (fine).

Keywords: Abusive Crime, Law on Child Protection,
Islamic Criminal Law
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada zaman sekarang dimana perkembangan sosial
media dan di era transformasi yang terbuka sangat lebar
menjadikan pemilahan konten yang tidak dapat dibatasi
menjadikan dampak negatif pada perkemangan pemikiran
anak, peran orang tua dalam mendidik anak menjadi salah
satu faktor yang menjadi penyebab perkembangan pola
pikir anak. Dalam penggunaan sosial media yang kurang
bijak serta pengawasan dari orang tua yang tidak maksimal
menimbulkan maraknya kejadian tindak pidana yang
dilakukan oleh anak atau biasa kita sebut kenakalan remaja,
dimana hal tersebut memberikan batasan mengenai
penerapan hukum yang ideal untuk anak. Oleh karena itu,
berbagai macam penafsiran mengenai pemidanaan yang
dapat di berikan terhadap anak agar tetap menimbulkan
efek jera namun tidak menjadikan hambatan untuk anak
tersebut terus berkembang dalam melakukan kegiatan
bersosial. Pengertian mengenai tindak pidana kekerasan
sendiri adalah tindak pidana kejahatan berupa kekerasan
yang dapat dihukum dan diadili sesuai dengan aturan yang
berlaku. Kekerasan pada dasarnya merupakan perbuatan
yang berdampak untuk merugikan diri sendiri maupun
orang lain, maka dari itu kekerasan bisa dikatakan suatu



kejahatan karena resiko yang ditimbulkan dari tindakan
tersebut tidak berakhir positif.*

Tujuan pemidanaan dari sudut pandang hukum positif
Indonesia di pandang sebagai sebuah aturan yang mengatur
kehidupan di masyarakat agar terciptanya Kketertiban
umum, dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan dan
kepentingan kehidupan yang berbeda-beda. Manusia
diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan seperangkat
hak yang menjamin derajatnya sebagai manusia. Hak-hak
inilah yang kemudian disebut dengan hak asasi manusia,
yaitu hak yang diperoleh sejak kelahirannya sebagai
manusia yang merupakan karunia Sang Pencipta.? Manusia
mengalami pertentangan antara satu dengan yang lainnya,
yang dapat menimbulkan kerugian atau menganggu
kepentingan orang lain. Jika hal yang tidak di inginkan
berupa kerugian itu terjadi maka hukum memberikan suatu
aturan yang membatasi perbuatan dan perilaku manusia
dalam bermasyarakat, sehingga kesejahteraan dapat
tercapai.’®

Dalam hukum Islam dijelaskan tujuan dari pemidanaan
hakikat nya tidak terlepas dari tujuan umum ditetapkannya

syari’at Islam, untuk memelihara kemaslahatan manusia di

1

2008, 60
: Najichah, “Constitutional Complaint Perspektif Politik Hukum”,
Jurnal Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia, Vol. 2, No. 2, Mei 2012, 293
* Fitri Wahyuni, Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia,
(Tangerang Selatan : PT Nusantara Persada Utama, 2017), 140

Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta : Pt Rineka Cipta,



dunia dan akhirat dan menjaga dari kemafsadatan.
Tercapainya tujuan pemidanaan dalam islam melalui
dengan pemberian taklif (pembebanan hukum) kepada
manusia. Untuk terciptanya hukum pidana taklif pada
manusia maka manusia harus dapat memahami sumber
syari’at yaitu Al Qur’an dan As-sunnah.*

Fungsi khusus dalam hukum pidana untuk melindungi
kepentingan hukum dalam pemidanaan yang merujuk pada
kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam
penerapan nya KUHP sendiri memiliki posisi tertinggi
dalam pemidanaan di Indonesia, menurut KUHP tindak
kejahatan itu terbagi dari tindak kejahatan yang ringan
hingga sampai dengan tindak kejahatan yang berat, serta
pelanggaran yang ringan hingga pelanggaran yang berat.
Pada pasal 10 KUHP mencantumkan suatu pemidanaan
atau ancaman pidana terhadap tindak pidana umum. yang
terdiri dari pidana pokok atau pidana tambahan. Dalam
pidana pokok terdiri dari pidana mati, pidana penjara,
pidana kurungan, pidana denda dan pidana tutupan,
sedangkan dalam pidana tambahan di kategorikan kedalam
pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang
tertentu dan pengumuman putusan hakim. Cakupan
melanggar hukum di dalam hukum positif hanya terbatas
pada perbuatan yang salah atau melawan hukum terhadap

' Nafi Mubarok, “Tujuan Pemidanaan Dalam Hukum Pidana
Nasional Dan Figh Jinayah”, Uin Sunan Ampel Surabaya, Jurnal Al-Qanun,
Vol. 18, No. 2, Desember 2015, 312



bidang-bidang tertentu. Sedangkan di dalam hukum Islam
perilaku yang dianggap salah atau melanggar hukum yaitu
suatu perilaku yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum
syari’at, yang dasar hukumnya dapat ditemui dalam Al
Qur’an, Hadist, atau Ijtihad para ulama. Dalam konsep
jinayat tersebut disebut dengan pidana, yang membahas
tentang masalah larangan, karena setiap perbuatan yang
dilakukan yang berkaitan dengan larangan selalu
terangkum dalam konsep jinayah yang merupakan
perbuatan yang dilarang oleh syara’.®

Dalam penerapan hukum pidana jika pelaku dalam
tindak pidana dilakukan oleh anak maka dalam
pemidanaan yang merujuk pada kitab Undang-Undang
Hukum Pidana (KUHP) mempunyai relevansi alternatif
dalam penyelesaian perkara melalui Restorative Justice.
Mengenai tujuan dalam Pendekatan konsep keadilan
restorative  justice lebih  mengedepankan konsep
perdamaian atau pemaafan, konsep “mediasi” dan konsep
“rekonsiliasi” dimana pelaku, korban, aparat penegak
hukum dan masyarakat luas berpartisipasi secara
langsung dalam menyelesaikan perkara pidana.®

5 Safaruddin Harefa, “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana
Di Indonesia melalui Hukum pidana positif dan hukum pidana islam”, Jurnal
Umblaj, Volume 4 Nomor 1, April 2019, him. 40

6 Syaibatul Hamdi; M. Ikhwan; Iskandar, “Tinjauan Hukum Islam
Terhadap Implementasi Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana
Anak Di Indonesia”, Jurnal Syariah Dan Hukum, Volume 1, No. 1, Juni
2021, 83



Salah satu bentuk penanganan terhadap anak yang
berhadapan dengan hukum diatur melalui UU No. 11
Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang di
rumuskan dengan tujuan agar dapat terwujudnya peradilan
yang berar-benar menjamin perlindungan kepentingan
terbaik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum
sebagai penerus bangsa.” Tujuan penyelenggaraan Sistem
Peradilan Anak tidak hanya untuk menjatuhkan sanksi
pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana, tetapi
lebih menitik beratkan pada kondisi penjatuhan sanksi
dalam mendukung kesejahteraan anak yang melakukan
tindak pidana. Selain itu, pengaturan tentang peradilan
anak yang bertujuan untuk melaksanakan perlakuan
terhadap anak dengan memperhatikan kepentingan anak
dan tidak merugikan fisik dan mental yang mempengaruhi
tumbuh kembangnya harus dilaksanakan secara konkrit.

Sistem peradilan Pidana Anak formalnya telah di atur
dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang sistem
peradilan pidana anak (UU SPPA) atas perubahan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 1997.% Dalam memberikan
hukuman kepada anak aparat penegak hukum wajib
mengutamakan memiliki prinsip-prinsip perlindungan

7 Undang- Undang No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan
pidana anak, www.djpp.depkumham.go.id diakses pada tanggal 6 februari
2023, 23:01

8

Mudzakkir, Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional
Bidang Hukum Pidana Dan Sistem Pemidanaan, ( Jakarta : Badan Pembinaan
Hukum Nasional, 2010), 17


http://www.djpp.depkumham.go.id/

anak diantaranya: tidak diskriminasi, bertujuan untuk
kepentingan terbaik anak dan serta aspek perkembangan
anak. Dengan demikian sebagaimana yang telah diatur
secara khusus melalui Undang-Undang No. 11 Tahun 2012
tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), yang
di dalam nya memuat konsep Restorative Justice dalam
penanganan peradilan yang melibatkan anak sebagai
pelaku tindak pidana.

Restorative justice dalam hukum pidana Islam juga
diatur dalam jarimah qisas dan diyat. Pemaafan atau
perdamaian yang diberikan oleh korban atau keluarga
korban yang dapat menggugurkan suatu hukuman gisdas
dan di gantikan dengan hukuman diyat, yaitu dengan ganti
rugi terhadap kejahatan atas korban yang dapat dirasakan
langsung oleh korban atau keluarganya. Proses perdamaian
yang telah dilakukan dalam penyelesaian perkara telah
memberikan  proses porsi yang adil dengan
mempertemukan kepentingan korban, pelaku, dan
masayrakat. Dalam peradilan anak perlu di tetapkan
tentang perlindungan terhadap masa depan anak,
menimbang masih banyak nya kasus kekerasan anak,
namun tindak pidana harus bersifat jera dengan tidak
memberatkan si pelaku.’

9 Siti Muhlisina, “Sanksi Terhadap Tindak Pidana Anak Dalam
Perspektif Fikih Dan Hukum Positif Di Indonesia”, Skripsi, Universitas
Islam Negeri Alauddin Makassar 2012, 99



Dalam konsep restorative justice menjadi aspek
penting dalam hukum Islam. Para ulama bersepakat bahwa
islah atau perdamaian dapat dimplementasikan dalam
qgisas, sehingga dengan demikian gis@s menjadi gugur.
Perdamaian dalam gisas yang menggugurkan hukumannya
ini boleh diganti dengan meminta imbalan atau ganti rugi
yang nilainya lebih besar ataupun lebih kecil dari pada
diyat yang seharusnya dengan syarat pelaku menyetujui
dengan adanya kesepakatan antara korban dan pelaku.

Perlu adanya pengawalan khusus menegenai
pemidanaan anak di bawah umur. Karena masih sering
terjadi pemidanaan anak di bawah umur cenderung
merugikan terhadap anak itu sendiri, yang terjadi dalam
kasus kekerasan anak di temukan bahwa sebuah tindak
pidana bukan konsen terhadap penimbulan efek jera namun
malah justru bersifat pembalasan (pengimbalan). Artinya
perlu di jelaskan mengenai pidana yang seharusnya
menjadi pelindung masyarakat tetapi berubah secara
harfiyah menjadi sanksi tindakan yang membalas. la
semata-mata ditujukan pada prevensi khusus, yakni
melindungi masyarakat dari ancaman yang dapat
merugikan kepentingan masyarakat itu.'*

10 Topo Santoso, Membumikan Hukum Pidana Islam; Penegakan
Syariat dalam Wacana dan Agenda, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), cet-
1,93

1 Guntarto Widodo, “Sistem Pemidanaan Anak Sebagai Pelaku
Tindak Pidana Perspektif Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang
Sistem Peradilan Pidana Anak”, Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika
Masalah Hukum Dan Keadilan, VVol. 6 No.1, Maret 2016, 72



Salah satu kasus pidana anak terjadi di Kendal
dalam perkara pidana No. 8/Pid.Sus-Anak/2020/Pn Kadl.
Kasus ini melibatkan 2 orang anak yang melakukan tindak
pidana kekerasan terhadap korban yang berstatus juga
sebagai anak. Kedua pelaku dijatuhi pidana Pembinaan
dalam lembaga di Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang
Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Antasena
Magelang masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6
(enam) bulan. Meskipun secara umum penyelesaian kasus
itu yang berorientasi pada rehabilitasi pelaku, akan tetapi
masih menyisakan persoalan terkait korban dan juga
pelaku sendiri. Korban tidak mendapatkan perhatian dan
pelaku tentu akan mengalami trauma dan juga gangguan
bagi proses penyidikannya, oleh karena itu diperlukan
tinjauan yang berorientasi pada keadilan restorative
justice.'? Untuk mendalami mengenai restorative justice
terhadap tindak pidana kekerasan anak maka perlu
dilakukan nya penelitian lebih lanjut terhadap “Tinjauan
Tentang Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Yang
Dilakukan Oleh Anak Perspektif Restorative Justice Dan
Hukum Pidana Islam (Studi Putusan Pengadilan Negeri
Kendal NO0.8/Pid.Sus-Anak/2020/Pn Kdl )”.

B. Rumusan Masalah
1. Bagaimana penyelesaian tindak pidana kekerasan
yang melibatkan anak di bawah umur dalam

Kdl.

12 pytusan Pengadilan Negeri Kendal No.8/Pid.Sus-Anak/2020/Pn



putusan Pengadilan Negeri Kendal NO.8/Pid.Sus-
Anak/2020/Pn Kdl ?

2. Bagaimana analisis Restorative Justice dan hukum
pidana Islam terhadap tindak pidana kekerasan
yang melibatkan anak dalam putusan Pengadilan
Negeri Kendal N0.8/Pid.Sus-Anak/2020/Pn Kdl ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan ruang lingkup masalah yang telah di
kemukakan diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini
adalah :

1. Untuk mengetahui penyelesaian tindak pidana
kekerasan yang melibatkan anak di bawah umur
dalam putusan Pengadilan Negeri Kendal
NO0.8/Pid.Sus-Anak/2020/Pn Kdl

2. Untuk mengetahui analisis Restorative Justice dan
hukum pidana Islam terhadap tindak pidana
kekerasan yang melibatkan anak dalam putusan
Pengadilan  Negeri  Kendal  NO0.8/Pid.Sus-
Anak/2020/Pn Kdl

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai
berikut :

1. Manfaat bagi penulis
Penelitian ini sebagai bahan untuk menambah
wawasan dan pengetahuan mengenai tinjauan
penyelesaian tindak pidana kekerasan yang dilakukan
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oleh anak dalam putusan pengadilan negeri Kendal
NO.8/Pid.Sus-Anak/2020/Pn Kdl.

2. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan

wawasan dan pengetahuan bagi masyarakat umum
mengenai restorative justice pada tindak pidana
kekerasan yang dilakukan oleh anak di bawah umur
dengan prspektif hukum pidana islam.

3. Manfaat Praktis

a. Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan
masukan dan pertimbangan bagi masyarakat , atau
pemerintah khususnya Lembaga penegak hukum
mengenai konsep restorative justice.

b. Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan
penelitian lanjutan bagi mahasiswa/peneliti yang
akan melakukan penelitian.

E. Tinjauan Pustaka

Pada tinjauan Pustaka terdapat kemiripan antara
penelitian terdahulu dengan penelitian ini, namun pada
penelitian ini memiliki perbedaan pada penelitian
terdahulu. yaitu :

Pertama, skripsi karya Eka Juni Pradana ** yang

berjudul  “Penerapan Restorative Justice Dalam

13

Eka Juni Pradana, “Penerapan Restorative Justice Dalam
Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan Di Polres Magelang”, Srkipsi
universitas Muhammadiyah magelang,(magelang 2022), versi elektronik
dapat di akses melalui: http:/eprintslib.ummgl.ac.id/3647_BAB-1_BAB-
V_DAFTAR_PUSTAKA.pdf.



http://eprintslib.ummgl.ac.id/3647_BAB-I_BAB-V_DAFTAR_PUSTAKA.pdf
http://eprintslib.ummgl.ac.id/3647_BAB-I_BAB-V_DAFTAR_PUSTAKA.pdf
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Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan Di Polres
Magelang” skripsi ini membahas tentang Penerapan
restorative justice Dalam Penyidikan Tindak Pidana
Penganiayaan di Polres Magelang. Pada tahun 2020-2022
di Polres Magelang baru satu kasus penganiayaan ringan
yang dilaksanakan keadilan restoratif. Yang menjadi
perbedaan pada penelitian ini adalah tidak berfokus kepada
tindak kekerasan yang dilakukan oleh anak dan pada
penelitian ini berfokus pada Tindakan kekerasan yang
dilakukan oleh anak dalam penerapan restorative justice
perskepktif hukum positif dan hukum islam dan terdapat
perbedaan mengenai tempat penelitian nya yaitu skripsi
tersebut berfokus di polres magelang dan penelitian ini
menganalisis kasus yang terdapat di Pengadilan Negeri
Kendal.

Kedua, skripsi karya Adella Dinda Savita** Yang
berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang
Berhadapan Dengan Hukum Melalu Diversi Dalam Sistem
Peradilan Pidana (studi di pengadilan Negeri Kudus)”.
Skripsi ini membahas tentang Perlindungan Hukum pada
anak yang melalui diversi. Penulis menggunakan skripsi ini
karena ada kesamaan pokok bahasan mengenai

14

Adella Dinda Savita, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak
Yang Berhadapan Dengan Hukum Melalu Diversi Dalam Sistem Peradilan
Pidana”, Skripsi Universitas Sultan Agung Semarang (Semarang, 2021).
Versi elektronik dapat di akses di
http://repository.unissula.ac.id/24449/ BAB-I_BAB-
V_DAFTAR_PUSTAKA.pdf.



http://repository.unissula.ac.id/24449/_BAB-I_BAB-V_DAFTAR_PUSTAKA.pdf
http://repository.unissula.ac.id/24449/_BAB-I_BAB-V_DAFTAR_PUSTAKA.pdf
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diversi/restorative justice pada tindak pidana kekerasan
oleh anak. Tetapi yang menjadi pembeda pada tempat
penelitian yaitu skripsi tersebut berfokus di Pengadilan
Negeri Kudus, sedangkan penelitian ini berfokus di
pengadilan Negeri Kendal dan penelitian ini menganalisis
dengan perspektif hukum pidana islam.

Ketiga, skripsi karya Rosa Deva® Yang berjudul
“Penerapan Restorative Justice Terhadap Penganiayaan
Anak Disabilitas Yang Dilakukan Oleh Anak Sebagai
Pelaku Di Lingkungan Sekolah Menengah”. Skripsi ini
membahas tentang penerapan restorative justice terhadap
anak yang melakukan penganiayaan terhadap seorang
siswi disabilitas. Penulis menggunakan skripsi ini karena
ada kesamaan pokok bahasan mengenai restorative justice.
Tetapi terdapat perbedaan vyaitu pada penelitian ini
berfokus pada tindak pidana kekerasan dengan korban
siswi disabilitas. sedangkan penelitian ini berfokus pada
anak yang melakukan tindak pidana kekerasan pada anak
non disabilitas dan juga menganalisis secara hukum positif
dan hukum pidana islam.

15 Rosa Deva“Penerapan Restorative Justice Terhadap

Penganiayaan Anak Disabilitas Yang Dilakukan Oleh Anak Sebagai Pelaku
Di Lingkungan Sekolah Menengah”, Universitas Muhammadiyah sumatera,
(Sumatera Utara, 2021). Versi elektronik dapat di akses di
http://repository.umsu.ac.id/bitstream/handle/123456789/15776_BAB-
|_BAB-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf
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Keempat, penelitian karya Syaibatul Hamdi, M.
Ikhwan, Iskandar®® Yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam
Terhadap Implementasi Restorative Justice Dalam Sistem
Peradilan Pidana Anak Di Indonesia”, Dalam penelitian
ini menggunakan anilisis deskriptif mengenai restorative
justice menurut pandangan islam, yang bertujuan dalam
penggunaan restirative justice pada sistem peradilan anak
di Indonesia. Pada penelitian ini berusaha mengungkapkan
adanya sebuah alternatif hukum dalam proses pidana yang
bertujuan untuk peringanan hukuman terhadap anak yang
melanggar hukum, dalam hasil penelitian tersebut ternyata
memiliki sebuah gagasan baru mengenai restorative justice
di indonesia. Hukum islam yang menjadi landasan dasar
dalam penanganan kasus pidana anak harus di tetapkan nya
restorative justice dalam segala proses persidangan hingga
penjatuhan hukuman. Keterlibatan pelaku, korban dan
masyarakat juga mempengaruhi proses hukuman ini,
sehingga menekan kan pada diversi terhadap tuntutan
korban baik berupa ganti rugi atau sejenisnya.yang
membahas tentang implementasi restorative justice dalam
sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Perbedaan
dalam penelitian ini lebih mengemukaan pembahasan
tentang tinjauan Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan

16 Syaibatul Hamdi, M. Ikhwan, Iskandar. “Tinjauan Hukum Islam
Terhadap Implementasi Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana
Anak Di Indonesia”, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Teungku
Dirundeng Meulaboh Aceh Barat, Magasidi, Jurnal Syariah dan Hukum Vol.
1, No. 1, Juni 2021, 74-85.
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Yang Dilakukan Oleh Anak Perspektif Restorative Justice
Dan Hukum Pidana Islam (Studi Putusan Pengadilan
Negeri Kendal) dan yang berfokus pada suatu masalah
tindak pidana yang terjadi di pengadilan Negeri Kendal.
Kelima, penelitian karya Haryanto Ginting, Muazzul®
Yang berjudul “Peranan Kepolisian dalam Penerapan
Restorative Justice terhadap Pelaku Tindak Pidana
Pengeroyokan yang Dilakukan olen Anak dan Orang
Dewasa”. Dalam penelitian ini membas mengenai
Penerapan restorative justice yang dilakukan oleh
Kepolisian Dalam rangkaian tingkat peneyelidikan yang
melibatkan Peran Bhabin kamtibmas (Bhayangkara
Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat) untuk
penyelesaian kasus penganiayaan yang dilakukan oleh
anak dan orang dewasa dalam peranan Kkepolisian
mengenai  penerapan restorative justice. Terdapat
perbedaan dengan penelitian ini yaitu dalam dalam tempat
kasus penyelesaian tindak pidana kekerasan yang
dilakukan oleh anak di Pengadilan Negeri Kendal dengan
melalui restorative justice. dan juga membahas mengenai
hukum pidana islam. Sedangkan dalam jurnal yang sudah
dikemukakan diatas hanya berfokus pada peranan
kepolisian dalam penerapan restorative justice dalam

" Haryanto Ginting, Muazzul, “Peranan Kepolisian dalam
Penerapan Restorative Justice terhadap Pelaku Tindak Pidana
Pengeroyokan yang Dilakukan oleh Anak dan Orang Dewasa”, Fakultas
Hukum, Universitas Medan Area, Jurnal limiah Penegakan Hukum, 5 (1)
Juni 2018, 32-41.
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tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak dan
orang dewasa.

Keenam, karya Muhammad Ilman Dani Lubis ,
Marlina , Danialsyah'® Yang berjudul “Kebijakan Penegak
Hukum Dalam Penerapan Restoratif Justice Terhadap
Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana ”, Dalam penelitian
ini membahas tentang kebijakan aparat penegak hukum
dalam penerapan restoratif justice tindak pidana
perlindungan anak. dalam apparat penegak hukum meliputi
. (Polisi, Jaksa, Hakim). Terdapat persamaan mengenai
konsep restorative justice dalam perlindungan anak
sebagai pelaku tindak pidana tetapi yang menjadi pembeda
dalam penelitian ini adalah dalam penelitian ini mebahas
tentang penyelesaian tindak pidana kekerasan yang
dilakukan oleh anak dalam perspektif hukum positif dan
hukum islam mengenai penerapan restorative justice di
pengadilan Negeri Kendal. Penelitian ini berfokus
menganalisis kasus yang ada di pengadilan Negeri Kendal
dan penelitian ini menganalisis dengan perspektif hukum
pidana islam.

F. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian

' Muhammad llman Dani Lubis , Marlina , dan Danialsyah,

“Kebijakan Penegak Hukum Dalam Penerapan Restoratif Justice Terhadap
Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana ”, Universitas Islam Sumatera Utara,
Jurnal llmiah Metadata, VVol.4 No.3 Edisi September 2022, 143-156.
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Jenis dalam penelitian menggunakan kualitatif empiris
ini menggunakan penelitian hukum normative. Penelitian
hukum normative di sebut juga dengan penelitian
kepustakaan atau studi dokumen, yakni menggunakan
bahan sumber hukum yang berupa peraturan perundang-
undangan, keputusan/ ketetapan pengadilan, dan teori
hukum®. Pada penelitian ini peneliti mengkonsepsikan
sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-
undangan (law in book) sebagai kaidah norma yang
menjadi pedoman perilaku masyarakat. ° Pendekatan
kasus secara yuridis dan normatif berfokus pada satu kasus
pidana yang telah diputus oleh pengadilan negeri Kendal
dengan perkara pidana No. 8/Pid.Sus-Anak/2020/Pn Kdl.
Pendekatan secara konseptual sendiri berfokus terhadap
pemberian  sudut pandang analisa  penyelesaian
permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek
konsep-konsep hukum yang melatar belakanginya, atau
bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam
penormaan sebuah peraturan kaitannya dengan konsep-
konsep yang digunakan dalam penggunaan restorative
justice pada penetapan hukum tersebut.

2. Jenis Sumber Data

" Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, (Mataram: Mataram

University Press, 2020), 45
** Suteki, Galang Taufani, Metodologi Penelitian Hukum : Filsafat,
Teori, dan Praktik, (Jakarta: Rajawali Press), 2018), 125-127
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Untuk mengumpulkan data pada penelitian ini, peneliti
menggunakan dua jenis bahan hukum, yaitu:
1. Data primer

Data Primer yaitu sumber hukum utama dalam
penelitian ini. Data primer yang diperoleh
langsung dari wawancara dengan narasumber yang
berhubungan dengan objek permasalahan yang
diangkat dalam penelitian ini.

Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang di dukung dari
data-data primer dalam melakukan penelitian yang
diperoleh dari bahan hukum yang terdiri dari buku,
artikel, jurnal maupun karya ilmiah lain yang
berkaita dengan penelitian.?*

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dengan bahan hukum yang
dilakukan dalam penelitian ini menggunakan :

a. Survey Pustaka

Yaitu memperoleh data dengan adanya
hubungan mengenai restorative justice pada
penelitian ini, baik dari data yang di ambil dari
buku-buku teori, hasil-hasil seminar maupun karya
ilmiah  yang mempunyai korelasi tentang
restorative justice mengenai objek permasalahan
yang diangkat dalam dalam penelitian ini.

21

Muhaimin, Metode Penelitian Hukum ,59



18

b. Wawancara
Yaitu salah satu teknik yang digunakan untuk
mengumpulkan data penelitian melalui proses
interaksi antara pewawancara dan sumber
informasi yang di wawancarai melalui komunikasi
secara langsung.”® Yang di dapat dari Pengadilan
Negeri Kendal dengan melakukan wawancara
kepada Ibu hakim anggota yang menangani kasus
penelitian ini.
4. Teknik Analisis Data
Dalam teknis analisis data yang menjadi acuan dalam
penelitin ini yang mengacu pada beberapa tahap yang
dijelaskan oleh Miles dan Huberman 1984.

1. Pengumpulan data, pengumpulan data ini melalui
observasi secara langsung di lokasi, selanjutnya
melakukan wawancara secara komprehensif
terhadap penelitian yang dilakukan agar
memperoleh data sesuai yang di harapkan.

2. Reduksi data, reduksi data merupakan proses yang
berfokus pada catatan yang di dapat di saat
analisis.

3. Penyajian data, penyajian data merupakan
pengumpulan sumber data dalam bentuk teks
secara naratif atau grafik untuk memperjelas

“Di akses melalui https://osf.io/cy9de/download/?format=pdf |,
pada tanggal 28 Januari 2023, 22:49
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pemahaman analisis sumber data yang di pilih
kemudia dijelaskan dalam uraian yang jelas.

4. Kesimpulan, kesimpulan yaitu dapat dilakukan
secara teliti dengan memeriksa ulang pada data
yang diperoleh, yang mana analisis ini
menggunakan deskripsi kualitatif ~ yang
menganalisis data yang bersifat kejelasan yang
kemudian dapat di kaitkan dengan konsep yang
mendukung dengan pembahasan secara relevan,
kemudian dapat di peroleh dari kesimpulan tentang
penelitian masalah dari analisis ini.?

G. Sistematika Penulisan

BAB | : Pendahuluan yang meliputi latar belakang

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat

penelitian, telaah pustaka, metode penelitian,
sistematika pembahasan.

BAB Il : Berisi tujuan umum tentang konsep tindak

pidana kekerasan yang dilakukan oleh anak perspektif

restorative justice dan hukum pidana islam.

BAB 111 : Memuat tentang penyelesaian tindak pidana

kekerasan yang melibatkan anak di bawah umur dalam

putusan Pengadilan Negeri Kendal NO.8/Pid.Sus-

Anak/2020/Pn  Kdl, vyang terdiri dari proses

23 Ridvia, Maschandra, Rusman Iskandar, “Analisis Data Kualitatif
Model Miles Dan Huberman ,Rangkuman Dari Buku Analisis Data
Kualitatif, Mathew B. Miles Dan A. Michael Huberman”,Universitas Negeri
Padang, 2010, 6
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penyelesaian perkara tindak pidana kekerasan yang
dilakukan oleh anak secara hukum positif.

BAB 1V : Berisi hasil penelitian dan analisis dari data
yg diperoleh dalam hasil penelitian yang dilakukan
untuk penerapan hukum restorative justice terhadap
putusan pengadilan negeri kendal NO.8/Pid.Sus-
Anak/2020/Pn Kdl. Secara hukum positif dan hukum
pidana islam.

BAB V : Penutup yang memuat tentang kesimpulan
dari suatu rumusan masalah dalam penelitian dan serta
saran.



BAB 11
TINDAK PIDANA KEKERASAN OLEH ANAK
PERSPEKTIF RESTORATIVE JUSTICE DAN
HUKUM PIDANA ISLAM

A. Tindak Pidana Kekerasan Oleh Anak

Perspektif Hukum Positif
1. Konsep Anak Dalam Peraturan Perundang-

Undangan

Anak merupakan amanah dan anugerah dari Tuhan
yang Maha Esa yang mempunyai harkat dan martabat
sebagai manusia seutuhnya. Setiap anak mempunyai harkat
dan martabat yang harus di junjung tinggi dan setiap anak
yang terlahir harus mendapatkan hak-haknya tanpa anak
tersebut meminta.? Anak merupakan harta yang paling
berharga bagi keluarga, masyarakat, dan bangsa. Anak
adalah asset bangsa dan penerus cita-cita bangsa.?

Dalam pengertian anak dari sudut pandang aspek
hukum terdapat prularisme mengenai pengertian anak, hal
ini adalah sebagai tiap-tiap peraturan perundang- undangan
yang mengatur secara tersendiri mengenai peraturan anak

% Rika Saraswati, Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia,
(Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2015), 1

% Liza Agnesta Krisna, Hukum Perlindungan Anak, (Yogyakarta:
Deepublish CV Budi Utama, cet,1, April 2018), 1

20
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itu sendiri. Pengertian anak dalam kedudukan hukum
meliputi :

a.

Pengertian Anak Berdasarkan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan
Anak.

Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan
seluruh proses penyelesaian perkara anak yang
berhadapan dengan hukum. Dalam sistem
Peradilan Pidana Anak yang dimaksud anak
berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah
berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun
yang diduga melakukan tindak pidana.
Pengertian Anak Menurut Undang-Undang
Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan
Anak.

Anak menurut Undang-Undang Nomor 35
Tahun 2014 tentang perlindungan anak adalah
seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas)
tahun, termasuk anak yang masih dalam
kandungan.

Pengertian Anak Menurut Undang-Undang
Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi
Manusia

Dalam pasal 1 sub 5 disebutkan bahwa anak
adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18
tahun dan belum menikah, termasuk anak yang
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masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi
kepentingannya.

Pengertian Anak menurut Undang-Undang
Hukum Perdata.

Dalam ketentuan pasal 330 kitab undang-undang
hukum perdata maka anak adalah mereka yang
belum mencapai umur genap 21 Tahun dan belum
kawin.

Pengertian Anak menurut Undang-Undang
Hukum Pidana (KUHP)

Dalam kitab KUHP secara eksplisit
menyebutkan tentang kategori anak akan tetapi
dapat dijumpai dalam pasal 45 dan 72 yang
memakai Batasan umur 16 tahun dan pasal 283
yang memberi Batasan 17 tahun.

Pengertian Anak menurut Undang-undang
Perkawinan No.1 Tahun 1974

Undang-Undang No.1 1974 tidak
mengatur secara langsung tolak ukur kapan
seseorang digolongkan sebagai anak, akan tetapi
hal tersebut tersirat dalam pasal 6 ayat (2) yang
memuat ketentuan syarat perkawinan bagi orang
yang belum mencapai umur 21 tahun mendapati
izin kedua orang tua. Pasal 7 ayat (1) UU memuat
batasan minimum usia untuk dapat kawin bagui
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pria adalah 19 (sembilan belas) tahun dan wanita
16 (enambelas) tahun.?

g. Pengertian Anak menurut Undang-Undang
Ketenagakerjaan

Pengaturan  Pekerja  Anak  Dberdasarkan UU
Perlindungan Anak, dalam UU ketenagakerjaan pada pasal
68 UU Ketenagakerjaan pengecualian pekerja anak yaitu
“dapat dikecualikan bagi anak berumur antara 13 (tiga
belas) tahun sampai 15 (lima belas) tahun untuk melakukan
pekerjaan  ringan  sepanjang tidak  menganggu
perkembangan fisik, mental, dan sosial”.?’

Konsep anak secara Internasional tertuang dalam
konvensi perserikatan bangsa-bangsa (PBB) dalam
Convention on the Rights of the child yang di rumuskan
oleh Unicef secara jelas mengatakan bahwa:

Anak adalah semua orang yang berusia di bawah 18
tahun, kecuali ditentukan lain oleh hukum suatu negara.
Semua anak memiliki semua hak yang disebutkan di dalam
Konvensi ini.

Batasan umur pada anak tergolong sangat penting
dalam menangani perkara pidana anak, karena
dipergunakan untuk mengetahui seseorang yang diduga

% Angger Sigit Pramukti, Dan Fuady Primaharsa, Sistem
Peradilan Pidana Anak, (Yogyakarta: Medpress Digital, 2014), 6-8

27 Gusti Ketut Riza Aditya, Made Sarjana, Made Udiana,“
Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak Berdasarkan Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan”, Journal llmu Hukum,
Volume 7 Nomor 2, July 2019, 7-8
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melakukan kejahatan adalah termasuk kategori anak atau
bukan. Dengan adanya ketegasan dalam suatu perundang-
undangan tentang hal tersebut maka akan menjadi
pegangan bagi para petugas dilapangan agar tidak terjadi
salah penangkapan, salah penahanan, dan salah sidik, salah
tuntun maupun salah mengadili, karena hal ini menyangkut
hak asasi seseorang.?®

2. Tindak Pidana Kekerasan Oleh Anak

Tindak pidana berasal dari kata “Strafbaar feit”.
Strafbaar feit adalah istilah belanda yang dalam bahasa
Indonesia  diterjemahkan dengan berbagai istilah.
Munculah beberapa pandangan mengenai starbaar feit

99 ¢

tersebut seperti : “perbuatan pidana”, “peristiwa pidana”,
“tindak pidana”, “perbuatan yang dapat dihukum” dan lain
sebagainya.?. Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang
dilarang oleh ketentuan Undang-Undang sehingga barang
siapa yang melanggar aturan yang sudah di tetapkan dalam
Undang-Undang maka dapat dijatuhi pidana.*

Salah satu perbuatan pidana dalam perilaku
menyimpang yang dilakukan oleh anak disebut juga

dengan “kenakalan” yang didorong oleh sesuatu keinginan

% Rika Apriani Minggulina Damanik, “Hukum Pertanggung
Jawaban Pidana Anak Dalam Batasan Usia: Analisis Hukum Pidana Islam
dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 20127, Al-Qanun: Jurnal Kajian
Sosial dan Hukum Islam, Volume 1, Nomor 3, September 2020, 294-295

* Lukman Hakim, Asas-Asas Hukum Pidana, (Yogyakarta :
Diterbitkan Cv Budi Utama, Januari 2020), 3

30 Amir Ilyas, Asas-Asas Hukum Pidana, (Yogyakarta: Rengkang
Aducation Dan Pukap Indonesia,2012), 20
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atau motivasi oleh anak tersebut. Kata motivasi dalam
Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah suatu
dorongan yang muncul pada diri sesorang dengan
dilakukan secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan
suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Anak sebagai
pribadi yang masih mempunyai perasaan dan emosi yang
tertanam dalam dirinya. Perasaan atau emosi tersebut, anak
belum mengerti dan memahami tentang kondisi-kondisi
internal ataupun eksternal yang melingkupi dalam dirinya.
Menurut pendapat Romli Atmasasmita mengatakan
bahwa motivasi anak dalam melakukan kenakalan terdiri
dari motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Motivasi intrinsik
adalah faktor intelegensia, usia, kelamin, dan faktor
kedudukan anak dalam keluarga. Sedangkan motivasi
ekstrinsik kenakalan anak adalah faktor keluarga,
pendidikan sekolah, pergaulan dan faktor media massa.™
Dalam perkembangan generasi muda seringkali
menghadapi berbagai masalah dan tantangan yang sulit
mereka hindari. Tidak jarang kita menjumpai masalah
perilaku pada anak, dari sinilah lahir istilah kenakalan
remaja atau disebut dengan juvenile delinquency. lIstilah
juvenale yaitu kemudaan yang mengacu pada anak muda,
ciri  kemudaan, dan ciri keremajaan; sedangkan
delinquency artinya kejahatan berarti berbuat jahat,
mengabaikan, berbuat jahat, antisosial, melanggar aturan.

31 Nashriana, Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia,
(Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada, 2012), 25
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Kenakalan remaja dapat diartikan sebagai penyimpangan
perilaku remaja yang melanggar norma sosial, norma
agama, dan norma hukum. * Sebagaimana kejahatan
terjadinya kenakalan anak karena adanya konflik antara
suatu kelompok yang lebih luas. Oleh karena itu,
permasalahan kenakalan anak bukan hanya disebabkan
oleh faktor biologis dan psikologis anak saja. Faktor sosial,
khususnya lingkungan pergaulannya dapat menjadi salah
satu sebab utama terjadinya kenakalan anak.®

Tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh anak
dengan kejahatan yang melakukan tindak kekerasan yaitu
mempunyai berbagai definisi, salah satunya di jelaskan
pada Undang-Undang Perlinudngan Anak pasal 1 angka
15a menyebutkan bahwa: “kekerasan adalah setiap
perbuatan terhadap anak yang berkakibat timbulnya
kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual,
dan penelantaran, termasuk dalam ancaman untuk
melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan
kemerdekaan secara melawan hukum”. Sedangkan definisi
lain dengan istilah child abuse atau child maltreatment
adalah istilah yang biasa digunakan untuk menyebut
kekerasan terhadap anak. Maka dari itu terdapat berbagai
pendapat mengenai definisi kekerasan terhadap anak.

* Liza Agnesta Krisna, Hukum Perlindungan Anak, 33

3 Andik Prasetyo, “Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku
Tindak Pidana”, Jurnal llmu Hukum, Volume 9, Nomor 1, Juni 2020, 55-56
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Bentuk Tindakan kekerasan dapat dikelompokan
dalam beberapa bentuk yaitu :
Physical abuse ( kekerasan secara fisik)
Psychological abuse (kekerasan secara psikologis)
Sexsual abuse (kekerasan secara seksual)
Social abuse (kekerasan secara sosial).*

w > w b

Dasar Perlindungan Anak Yang Berhadapan
Dengan Hukum

Terkait upaya dalam perlindungan anak yang
berhadapan dengan hukum, (SPPA) Sistem Peradilan
Pidana Anak harus dimaknai secara luas, tidak hanya di
maknai dengan sekedar penanganan terhadap anak yang
berhadapan dengan hukum semata, tetapi sistem peradilan
pidana juga harus di maknai mencakup akar permasalahan
(root causes). Mengapa anak melakukan perbuatan pidana
dan upaya pencegahanya. Lebih jauh mengenai ruang
lingkup Sistem Peradilan Pidana Anak mencakup berbagai
banyak ragam dan kompleksitas isu mulai dari anak
melakukan kontak pertama dengan polisi, proses peradilan,
kondisi tahanan, integrasi sosial, termasuk pelaku-pelaku
dalam proses tersebut. Dengan demikian istilah Sistem
Peradilan Pidana Anak merujuk pada legislasi, norma dan

*" Cindy Febriana Pualam, “Kekerasan Fisik Yang Dilakukan Oleh
Residivis Terhadap Anak Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun
2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002
Tentang- Perlindungan Anak”, Fakultas Hukum Universitas Surabaya,
Jurnal Sapiential Et Virtus, Volume 3 Nomor 2, 2018, 163-165
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standar, prosedur, mekanisme dan ketentuan instusi dan
badan yang secara khusus diterapkan kepada anak yang
melakukan tindak pidana.®

Aturan tentang anak yang berhadapan dengan hukum
dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2002 tentang Perlindungan Anak pada pasal 1 ayat (2)
berbunyi bahwa: anak adalah amanah dari Tuhan yang
Maha Esa kepada orang tua yang harus dijaga dan
dilindungi. Karena di dalam diri anak juga melekat harkat
dan martabat sebagai manusia secara utuh dilindungi hak
asasinya yang termasuk masih dalam kandungan. Setiap
anak berhak untuk hidup, tumbuh dan berkembang,
berprestasi secara optimal serta mendapat perlindungan
dari kekerasan, diskriminasi dan dilindungi oleh negara.
Dengan begitu dilakukan upaya dalam perlindungan anak
untuk  mewujudkan  kesejahteraan anak  dengan
memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-hak nya
serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.

Perlakuan dalam diskriminasi terhadap anak harus
diperhatikan oleh para penegak hukum terutama pada saat
anak yang sedang berhadapan dengan hukum. Dalam hal
ini baik anak sebagai korban, anak sebagai pelaku, maupun
sebagai saksi dari suatu tindak pidana berhak mendapat
perlindungan hukum dan tidak di diskriminasi dalam

35

Angger Sigit Pramukti Dan Fuady Primaharsya, Sistem
Peradilan Pidana Anak, (Yogyakarta: Medpress Digital, 2014), 16-17
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kepentingan kepada anak untuk tumbuh kembang dengan
baik, baik secara fisik maupun mental.*®

Terdapat ketentuan pada pasal 1 ayat (3) Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan
Anak memberikan batasan usia terhadap anak yang
berkonflik dengan hukum yakni :

“Anak yang berkonflik dengan hukum yang
selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur
12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan
belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”.

Dalam ketentuan pasal 1 ayat (3) Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana
Anak mencantumkan dengan tegas tentang hak-hak anak
dalam peradilan pidana yakni :

a. Dipisahkan oleh orang dewasa

b. Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lain secara
efektif

c. Melakukan kegiatan reaksional

Bebas dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan

lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan

derajat dan martabatnya
e. Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup

Tidak di tangkap, di tahan/di penjara kecuali sebagali

upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat

% Vilta Biljana Bernadethe Lefaan Dan Yana Suryana, Tinjauan
Psikologi Hukum Dalam Perlindungan Anak, (Yogyakarta : Depublish,
2018), 5
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g. Memperoleh keadilan dimuka pengadilan Anak yang
objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang
tertutup untuk umum;

h. Tidak dipublikasikan identitasnya;

i. Memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang

yang dipercaya oleh Anak;

Memperoleh advokasi sosial;

[S—

k. Memperoleh kehidupan pribadi;

I.  Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
m. Memperoleh pendidikan;

n. Memperoleh pelayananan kesehatan; dan

0. Memperoleh hak lain sesuai dengan Kketentuan

peraturan perundang-undangan.®’

Menurut Apong Herlina anak yang berkonflik dengan
hukum juga dapat dikatakan sebagai anak yang terpaksa
berhadapan dengan konflik serta menghadapi sistem
pengadilan pidana karena :

a. Disangka, didakwa, atau dinyatakan terbukti bersalah
melanggar hukum; atau

b. Telah menjadi korban akibat perbuatan pelanggran
hukum dilakukan orang/kelompok

37 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012
Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, www.bphn.go.id, di akses 28 januari
2023, 23:15
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c. Orang/lembaga/Negara terhadapnya; atau Telah
melihat, mendengar, merasakan atau mengetahui suatu
peristiwa pelanggaran hukum.®
Dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang

Sistem Peradilan Anak terkait dengan perlindungan anak

yang berhadapan dengan hukum yang dilakukan secara

manusiawi sesuai dengan hak-hak anak. Dalam penjatuhan
sanksi yang tepat dalam kepentingan terbaik bagi anak,
pemantauan dan pencatatan yang dilakukan terus menerus
terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan
hukum. Memastikan dalam hubungan dengan orang tua
atau keluarga dan memberikan perlindungan dari
pemberitaan media/labelisasi.®

Upaya dalam perlindungan hukum terhadap anak yang
berhadapan dengan hukum dibagi menjadi 3 yaitu :

1. Perlindungan terhadap anak sebagai pelaku

Dalam proses peradilan pidana anak hak-hak anak
yang harus mendapatkan perlindungan dari setiap
tingkatan, perlindungan tersebut diberikan untuk salah satu
bentuk penghormatan hak asasi anak. Pengaturan ini
berfungsi untuk menghindari serta menjauhkan anak dari
proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi
terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.

38 Apong Herlina, Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan
Dengan Hukum,Saku Buku Untuk Polisi, (Jakarta: Unicef,2014), 17-43

39 Kadek Widya Dharma Putra, “Perlindungan Hukum Terhadap
Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Positif Indonesia”, Universitas
Udayana, E-Journal ILmu Hukum, Volume 7 Nomor 3, 2018, 5
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Dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012
Tentang Sistem Peradilan Anak mencantumkan dengan
tegas bahwa:

1. Sistem  Peradilan Pidana  Anak  wajib

mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif.

2. Dalam Sistem Peradilan Pidana  Anak

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan
huruf b wajib diupayakan diversi.

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012
Tentang Sistem Peradilan Anak diversi bertujuan:

a. Mencapai perdamaian antara korban dan

Anak;

b. Menyelesaikan perkara Anak di luar proses
peradilan;

c. Menghindarkan Anak dari perampasan
kemerdekaan

d. Mendorong masyarakat untuk

berpartisipasi
e. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada
Anak.
2. Perlindungan terhadap anak sebagai korban
Perlindungan anak adalah segala perlakuan atau
kegiatan yang menjamin dan melindungi anak dan hak-hak
nya. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012
tentang Sistem Peradilan Pidana Anak diatas menjelaskan
bahwa anak sebagai korban tindak pidana dan anak sebagai
saksi berhak atas upaya rehabilitas medis dan rehabilitas
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sosial, baik di dalam lembaga maupun di luar Lembaga.
Anak sebagai korban juga berhak atas untuk mendapat
bantuan medis dan bantuan rehabilitas psikologi sosial.
3. Perlindungan terhadap anak sebagai saksi

Dalam perlindungan anak sebagai saksi sebagimana
yang telah di atur di dalam Undang-Undang Sistem
Peradilan Pidana Anak menunjukkan penting nya
perlindungan terhadap anak. Dengan adanya sebuah
pengaturan mengenai perekaman elektronik yang
merupakan pelayanan saksi untuk mengurangi rasa trauma
anak agar tidak bertemu langsung dengan pelaku
kejahatan. Anak sebagai saksi dalam meberikan
keterangan akan lebih bebas dan leluasa disamping mereka
yang di damping oleh orang tua / wali, pekerja sosial
maupun petugas pembimbing masyarakat anak sehingga
dapat terciptanya fakta umum yang sesuai dengan kejadian
yang dilihat.*
4. Restorative Justice

a. Pandangan Hukum Mengenai Restorative
Justice
Restorative justice adalah sebuah konsep yang
menunjukan berbagai praktik keadilan dengan nilai-nilai
yang sama. Nilai-nilai ini mendorong para pelanggar untuk

40 Dony Pribadi, “Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan
Dengan Hukum, Hukum Mimbar Pendidikan Hukum Nasional”, Jurnal
Hukum Mimbar Pendidikan Hukum Nasional, Volume 3 nomor 1
Desember 2018, 20-23
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bertanggung jawab atas tindakan mereka dan untuk
memperbaiki kerugian yang mereka timbulkan. Konsep
restorative justice juga merupakan kerangka berfikir baru
yang mampu digunakan untuk menangani kejahatan oleh
penegak hukum.

Menurut pandangan hukum mengenai restorative
justice Dignan mengatakan bahwa ‘“keadilan restoratif
adalah kerangka kerja baru untuk menggapai kesalahan dan
konflik yang dengan cepat mendapatkan penerimaan dan
dukungan oleh Pendidikan hukum, pekerjaan sosial, dan
professional konseling dan kelompok masyarakat.
Keadilan restoratif adalah pendekatan berbasis nilai untuk
menanggapi perbuatan salah dan konflik, dengan seimbang
yang fokus pada orang yang dirugikan, orang yang
menyebakan  kerugian, dan yang terpengaruh
masyarakat.”.*!

Walgrave juga berpendapat restorative justice sebagai
pendekatan memperbaiki kerusakan yang terjadi akibat
adanya pelanggaran, melalui upaya-upaya mediasi dalam
bentuk community service atau kerja sosial dengan bentuk-
bentuk intervensi atau campur tangan dalam perselisihan
antara dua pihak, bukan untuk menghukum atau
menanamkan kembali nilai-nilai yang berlaku di
masyarakat kepada pelaku pelanggaran, tetapi untuk

4 Ahmad Syahril Yunus, Irsyad Dahri, Restorative Justice Di
Indonesia, (Makasar: Guepedia, Oktober 2021), 7-9
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memperbaiki atau mengganti kerugian atas penderitaan
akibat dari pelanggaran yang terjadi.

Pada prinsipnya restorative justice mengakui 3 (tiga)
pemangku kepentingan dalam menentukan penyelesaian
perkara anak. ketiga pihak tersebut terdiri atas :

1. Korban

2. Pelaku

3. Komunitas.*

Menurut Burt Galaway dan Joe Hudson “Definisi
keadilan restoratif mencakup elemen-elemen fundamental
sebagai berikut :

a) Kejahatan dipandang terutama sebagai konflik
antar individu yang menghasilkan luka bagi
korban, masyarakat (komunitas, dan pelanggar
itu sendiri;

b) Tujuan proses peradilan pidana harus
rekonsiliasi para pihak dan memperbaiki luka
yang disebabkan dan perselisihan;

c) Penjahat dalam proses peradilan harus
memfasilitasi partisipasi aktif para korban,
pelanggar, dan masyarakat untuk menemukan
solusi atas konflik.*

 Ani Purwati, Keadilan Restorative Dan Diversi Dalam

Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak, (Surabaya: Cv. Jakad Media
Publishing, 2020), 21-22

43 Suharsil, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan,
(Depok,: Rajawali Pers, 2016), 80
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b. Penerapan Tindak Pidana Kekerasan Anak

Melalui Restorative Justice

Penerapan restorative justice dalam upaya penanganan
kasus anak yang berhadapan dengan hukum dengan
melibatkan keluarga, tokoh masyarakat, pelaku, korban,
dan para pihak-pihak yang terkait lainnya. Dengan
menekankan kembali kepada keadaan semula tanpa ada
unsur balas dendam/pembalasan.*

Proses penyelesaian tindakan pelanggaran hukum yang
terjadi, dilakukan dengan membawa korban dan pelaku
(tersangka) bersama-sama duduk dalam satu pertemuan
untuk bersama-sama berbicara dalam mencari jalan keluar
agar terciptanya keadilan. Dalam pertemuan tersebut
mediator memberikan kesempatan kepada pihak pelaku
untuk memberikan gambaran yang sejelas-jelasnya
mengenai tindakan yang telah dilakukannya.*

Pengadilan pidana yang melibatkan anak-anak yang
berkonflik dengan hukum khususnya anak-anak sebagai
pelaku, pada awalnya masih belum mampu melindungi
kondisi kebutuhan anak-anak yang harus dilindungi baik
fisik maupun psikisnya. Namun dengan adanya penerapan
pendekatan restorative justice pada Sistem Peradilan
Pidana  Anak diharapkan mampu  memberikan

4 Suharsil, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan

Perempuan,81

> Marlina, Peradilan Pidana Anak Di Indonesia :

Pengembangan Konsep Diversi Dan Restorative Justice, (Bandung : Pt
Refika Aditama, 2009), 180-181
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perlindungan bagi hak-hak anak. Sehingga anak tidak perlu
lagi menempuh jalur peradilan pidana, dan anak dapat
berintegrasi kembali dengan masyarakat, dan yang paling
penting adalah anak mempunyai kesempatan tumbuh dan
berkembang dalam lingkungan yang sesuai dengan
karakter anak. Oleh karena itu terdapat perbedaan yang
signifikan antara pemidanaan yang diterapkan dalam
Undang-Undang No.3 Tahun 1997 dengan Undang-
Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang baru diatur
dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2012 yang lebih
mengedepankan model penerapan restorative justice. *°

Prinsip-prinsip yang dapat diterapkan untuk setiap

program atau praktek dalam keadilan restorative justice
yang berfungsi sebagai landasan praktek keadilan berbasis
restorative justice;

1. Perbaikan: hasil kerugian pada korban,
masyarakat, dan pelaku harus menciptakan suatu
kewajiban untuk melakukan hal yang benar. Pada
dasarnya memperbaiki kerusakan dan membangun
Kembali hubungan secara harmonis

2. Keterlibatan: keterlibatan dari semua pihak,
termasuk korban, masyarakat, dan pelaku remaja
harus diberi peluang untuk partisipasi dalam
proses peradilan

46 Hera Susanti, “Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di
Indonesia Dan Tinjauannya Menurut Hukum Islam”, Jurnal Legitimasi, Vol.
V1 No. 2, Juli-Desember 2017, 187
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Fasilitas sistem peradilan: perbaikan kerusakan
memberikan persyaratan peran masing-masing
pemerintah dan masyarakat dalam hal bagaimana
untuk pencegahan kejahatan

Mekanisme penerapan restorative justice di

lingkungan peradilan antara lain ;

a.

Sistem  peradilan  pidana anak  wajib
mengutamakan pendekatan keadilan restorative
justice.

Setiap hal diversi tidak berhasil atau tidak
memenuhi syarat diversi, hakim mengupayakan
putusan dengan pendekatan keadilan restorative
justice sebagaimana diatur dalam Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2012 Pasal 71 sampai
pasal 82

Setelah pembacaan dakwaan, hakim proaktif
mendorong kepada anak/orang tua/penasehat
hukum dan korban serta pihak-pihak terkait
untuk mengupayakan perdamaian.

Dalam hal proses perdamaian tercapai, para
pihak membuat kesepakatan perdamaian,
selanjutnya menandatangani anak atau keluarga
korban dan pihak-pihak yang terkait dalam
kesepakatan perdamaian dimasukkan kedalam
pertimbangan putusan hakim demi kepentingan
terbaik bagi anak.
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e. Dalam hal hakim mejatuhkan hukuman berupa
Tindakan, hakim wajib menunjukan secara tegas
dan jelas denganberkoordinasi dengan Bapas,
Perkos dan Unit pelaksanaan.

f. Dalam hal korban adalah anak (anak
korban/saksi) panitera wajib memberi catatan
identtas dalam berkas perkara.*’

B. Tindak Pidana Kekerasan Oleh Anak
Perspektif Hukum Islam
1. Konsep Anak Dalam Islam
Anak dalam hukum Islam adalah makhluk yang lemah
namun mulia, yang keberadaanya dari kehendak Allah Swt
melalui proses penciptaan. Oleh karena itu anak
mempunyai kehidupan yang paling mulia dalam
pandangan Islam.
Konsep kedewasaan anak di lihat dalam hukum islam
dapat melalui beberapa aspek yaitu :
1. Mumayyiz
Dalam menilai seseorang yang bisa dikatakan
mumayyiz dilihat dari kemampuan nalar seseorang
merupakan hal yang paling penting. Tingkatan
mumayyiz pada usia (7 Tahun) seseorang belum bisa
dikatakan cukup dewasa untuk melaksanakan
tanggung jawab orang dewasa yang telah mampu

4"https://badilum.mahkamahagung.go.id/index.php?option=com_attachment
s&task=download&id=811, diakses pada hari kamis 6 Juli 2023, 8:15



https://badilum.mahkamahagung.go.id/index.php?option=com_attachments&task=download&id=811
https://badilum.mahkamahagung.go.id/index.php?option=com_attachments&task=download&id=811

40

melaksanakan tanggung jawab dengan menggunakan
akalnya. Untuk bisa membedakan hal yang baik dan
buruk, yang berguna dan yang tidak berguna.dan hal
yang harus dilakuan atau tidak atau yang masih dirasa
perlu pengawaan langsung dari orang dewasa.
2. Baligh

Baligh berasal dari Bahasa arab dari kata (Bulugh)
yang memiliki arti “sampai” yang dimaksud dari kata
sampai adalah sampainya usia seseorang pada tahap
kedewasaan. dalam pandangan fikih Islam. Baligh
adalah apabila telah mencapai usia 15 tahun ke atas
atau sudah mengalami ihtilam (mimpi basah) bagi laki-
laki, dan mengalami haid bagi perempuan. Ulama salaf
mengatakan yang dikatakan mampu
mempertimbangkan dan memperjelas hal yang baik
dan hal yang benar sesuai dengan ajaran agama islam.
Secara umum dapat disimpulkan bahwa akil baligh
adalah seseorang yang sudah sampai pada usia tertentu
untuk dibebani hukum syariat (taklif) dan mampu
mengetahui atau mengerti hukum tersebut. dari situlah
ukuran orang yang bisa dianggap baligh.
3. Mukallaf

Dalam hukum Islam dikenal dengan istilah al-
mahkum’alaih. Al-mahkum’alaih adalah seorang
mukallaf yang perbuatanya berhubungan dengan
hukum islam. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi
agar seseorang disebut sebagai (mukallaf). Jika syarat
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telah terpenuhi maka seorang mukallaf dapat
melakukan perbuatan hukum. Orang yang mukallaf
dapat memahami dalil pembebanan yang artinya setiap
muslim yang sudah di bebani hukum peraturan-
peraturan yang terdapat di dalam Al-Qur’an maupun
dari As-Sunnah harus mampu memahami nya.
Pengertian ahli secara etimologis yaitu kelayakan.
Dalam pendapat ulama figh ahli dibagi menjadi dua,
yaitu ahliyatul wujub (ahli wajib) dan ahliyyatul
ada’(ahli melaksanakan).*
2. Dalil Al-Qur’an Yang Menjelaskan Tentang

Kekerasan

Q.S al-Maidah ayat 32 membahas tentang
menghindarkan diri dari tindak kekerasan yang
berbunyi sebagai berikut:

d:\c:\/n (_A:; L\.\.\S «Jb d;\

Q- .

‘_gd\.uas}\uum).\um.:dﬁw 4_1\
:)Aj [CRPES u,ul_ﬂ\ OB ks ua)\ﬁ\
W55 i Gl AT WG BT
kY \;:\:\S u\ A QL\.\:\:\SL\ L’\E.uj %;/
(VV uﬁ)m.d UAJ\}“L;JJ
/5: 32)sal

“Qleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum)
bagi Bani Israil, bahwa barangsiapa membunuh

* Ahmad Sainul, “Konsep Kedewasaan Subyek Hukum”, Jurnal
el ganuny, Volume 5 Nomor 2 Edisi Juli Desember 2019, 258-261
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seseorang, bukan karena orang itu membunuh
orang lain, atau bukan karena berbuat
kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah
membunuh semua manusia. Barang siapa
memelihara kehidupan seorang manusia, maka
seakan-akan dia telah memelihara kehidupan
semua manusia. Sesungguhnya Rasul Kami
telah datang kepada mereka dengan (membawa)
keterangan-keterangan yang jelas. Tetapi
kemudian banyak di antara mereka setelah itu
melampaui batas di bumi.” (Q.S Al-Maidah ;32)

Menurut Thahir Ibnu Asyur menegaskan bahwa ayat diatas

memberi perumpamaan, bahwa bukanya menilai pembunuhan
terhadap seorang manusia sama dengan pembunuhan terhadap
semua manusia, tetapi ia bertujuan untuk mencegah manusia
melakukan pembunuhan secara aniaya pada hakikatnya
memenangkan dorongan nafsu amarah dan keinginannya
membalas dendam berbuat kerusakan di muka bumi. Dari
penjelasan tafsir ini menunjukan bahwa dalam Islam dilarang
melakukan tindak kekerasan.*®

19

https://cendikia.kemenag.go.id/storage/uploads/file_path/file_15-10-

2020 5f8872889f1f6.pdf diakses pada tanggal 5 Juni 2023, pukul 23:17
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3. Konsep Perlindungan Anak Yang Melakukan
Tindak Pidana Menurut Hukum Pidana Islam

a. Perlindungan Anak Menurut Hukum Islam
Implementasi Hak perlindungan anak dalam hukum Islam
terhadap pemenuhan hak dasar anak merupakan bagian integral
dari pemenuhan hak asasi manusia. Dalam perspektif Islam hak
asasi manusia merupakan pemberian Allah yang harus di
jamin, dilindungi, dan di penuhi oleh orang tua, keluarga,
msyarakat, pemerintah dan negara. Bahwa anak yang
seharusnya dapat terpenuhi dengan baik bukan hanya
merupakan tanggung jawab kedua orang tua tetapi juga
merupakan tanggung jawab seluruh aspek masyarakat disekitar
lingkungan anak. Dalam terminology ushul figh perlindungan
hukum terhadap hak anak terdapat lima aspek yaitu : agama,
jiwa, akal, keturunan, dan harta. Menegaskan bahwa hukum
Islam datang ke dunia membawa misi perlindungan yang
sangat mulia, yaitu sebagai rahmat bagi seluruh manusia
dimuka bumi. Seperti dalam firman Allah Qs. Yunus ayat 57
yang berbunyi :
35 (s e 32 Kls 8 G LG
2a155 st Hpdal W slss
[10: 57)osise (OV (riesall
“Wahai manusia, Sungguh, telah datang
kepadamu pelajaran  (Al-Qur'an) dari
Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada
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dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi
orang yang beriman”.

Dalam persepsi Islam telah memberikan format
perlindungan, pengamanan, dan antisipasi terhadap berbagai
hak asasi yang bersifat primair, yang dimiliki oleh setiap insan.
Perlindungan tersebut hadir dalam bentuk antisipasi terhadap
berbagai hal yang akan mengancam eksistensi jiwa, eksistensi
kehormatan dan keturunan, eksistensi harta benda material,
eksistensi akal pikiran, serta eksistensi agama.* Islam secara
komprehensif dapat digambarkan ke dalam konsep syari’ah
atau syara’. Istilah ini pada awalnya berarti “jalan menuju ke-
sumber mata air”, yakni jalan ke arah atau menuju sumber/inti
pokok bagi kehidupan. Kata syari’ah juga mempunyai arti
“jalan kehidupan yang baik”.>*

Hakikat perlindungan anak dalam hukum Islam adalah
pemenuhan hak-hak anak dan perlindungannya dari hal-hal
yang dapat membahayakan diri, jiwa, dan hartanya, yang
mencakup aspek fisik, mental, spiritual, dan sosial anak.
Adapun terdapat perlindungan anak dalam hukum Islam
yang terdiri dari :

1. Hak anak yang paling utama dalam Islam adalah

hak perlindungan

2. Hak untuk hidup

** Ali Maskur, Islam Dan Ham, Lembaga Studi Sosial dan
Agama (eLSA) Press : Semarang, 2019, 25

51 Rupi’i Amri, “Reformasi Hukum Pidana Islam Kontemporer”,
Jurnal Hukum Islam, VVol.17 No.1 Juni 2019, 2
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3. Hak mendapat kejelasan nasab

4. Hak mendapat pemberian nama yang baik,
memeberikan nama adalah kewajiban setiap orang
tua
Hak memperoleh Asi maksimal selama 2 Tahun

6. Hak anak dalam mendapatkan asuhan, perawatan,

dan pemeliharaan

7. Hak anak dalam kepemilikan harta benda

Hak anak dalam memperoleh pendidikan dan
pengajaran.

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk
menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat
hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara
optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan,
serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan
diskriminasi. Penyelenggara perlindungan anak dilakukan
dengan memperhatikan Agama, adat istiadat, sosial budaya
masyarakat dengan mengedepankan prinsip-prinsip dasar
hak-hak anak.>

* Karmawan, “Respon Hukum Islam Terhadap Hak Perlindungan
Anak Upaya Implementasi Sistem Perundang-Undangan Hukum Negara”,
Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam, Vol.19 No.1,
2020, 8-10

%3 Ida Fraitna, “Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam
Dan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 20087, Jurnal Gender Equality :
Internasional Journal Of Child And Gender Studies, VVol. 5 No, 2, 2019, 66-
67
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b. Tindak Pidana Menurut Hukum Islam

Hukum pidana Islam merupakan terjemahan dari figh
jinayah.. Adapun istilah jinayah secara etimologis yang
berasal dari Bahasa Arab, berasal dari kata jana -yajni -
janyan-jina'yatan yang bearti adznaba (berbuat dosa).
Sementara itu secara terminologis pengertian jinayah juga
didefinisikan oleh beberapa pakar dengan pernyataan
sebagai berikut :

Menurut Al-Sayyid Sabig, jinayah adalah setiap
tindakan yang di haramkan; tindakan yang di haramkan ini
adalah setiap tindakan yang di ancam dan dilarang oleh
syar’i atau Allah dan Rasul karena di dalamnya terdapat
aspek kemudaratan yang mengancam agama, nyawa, akal,
kehormatan, dan harta.>*

Pengertian figh jinayah adalah ketentuan hukum
mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang
dilakukan oleh orang-orang mukallaf (orang yang dapat
dibebani kewajiban). Tindakan kriminal yang di maksud
adalah Tindakan-tindakan kejahatan yang menganggu
ketentraman umum serta Tindakan melawan peraturan
perundang-undangan yang bersumber dari Al-Qur’an dan
Hadis.

Ruang lingkup hukum pidana islam meliputi;
pencurian, perzinaan, menuduh orang berbuat zina,
meminum-minuman yang memabukan, membunuh atau

5 Muhammad Nurul Irfan, Hukum Pidana Islam, (Jakarta :
Amzah, Maret 2016), 1-5
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melukai seseorang, dan perbuatan yang melakukan
gerakan kekacauan dan semacamnya yang berkaitan
dengan hukum kepidanaan.>

Ditinjau dari unsur-unsur jarimah atau tindak pidana,

objek kajian figh jinayah dapat dibedakan menjadi tiga
bagian, yaitu:

1. Al- Rukn al-Syar’i atau unsur formil ialah unsur
yang menyatakan bahwa seseorang dapat
dinyatakan sebagai pelaku jarimah jika ada
Undang-Undang yang secara tegas melarang dan
menjatuhkan sanksi kepada pelaku tindak pidana.

2. Al-rukn al-maidi ialah atau unsur materil ialah
yang menyatakan bahwa seseorang dapat
dijatuhkan pidana jika benar-benar terbukti
melakukan sebuah jarimah, baik yang bersifat
positif (aktif dalam melakukan sesuatu) maupun
yang bersifat negatif (pasif dalam melakukan
sesuatu).

3. Al-rukn al adabi atau unsur moril ialah unsur yang
menyatakan bahwa seseorang dapat dipersalahkan
jika ia bukan orang gila, anak dibawah umur, atau
sedang berada dibawah ancaman.®®

55 Zainuddin Ali, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Pt Bumi Aksara,
Januari 2007), 1- 9
* Rokhmadi, Hukum Acara Pidana Islam, (Semarang: Cv

Lawwana,2021), 4
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Dalam objek utama kajian figh jinayah meliputi
macam-macam jarimah secara garis besar ditinjau dari segi
berat ringannya hukuman, jarimah dibagi menjadi 3 (tiga)
bagian yaitu :

1. Jarimah qisas-diyat

Jarimah gisas dan diyat adalah jarimah yang
diancam dengan hukuman gisas atau diyat. Baik
gisas maupun diyat keduanya adalah hukuman
yang telah ditentukan oleh syara’ mengenai
Batasan-batasannya dan tidak mempunyai batas
terendah atau batas tertinggi. Perbedaan dengan
hukuman had, bahwa had merupakan hak Allah
hak masyarakat, sedangakn dalam gqisas diyat
adalah hak manusia, hak perseorangan (hak
individu). Hal ini tidak bearti bahwa masyarakat
tidak dirugikan oleh adanya jarimah tersebut,
melainkan sekedar lebih menguatkan hak
perseorangan atas hak masyarakat. Oleh karena itu
hubunganya dengan jarimah gisas dan diyat maka
pengertian hak manusia adalah bahwa hukuman
tersebut bisa dihapuskan atau dimaafkan oleh
korban atau keluarganya dengan persetujuan
hakim.

Jarimah qisas dan diyat pada dasarnya hanya
terdapat dua macam jarimah, yaitu pembunuhan
dan penganiayaan. Namun apabila diperluas
terdapat lima macam yaitu :



49

pembunuhan sengaja,
pembunuhan menyerupai sengaja,
pembunuhan karena kesalahan,
penganiayaan sengaja,
5. penganiayaan tidak sengaja.
2. Jarimah hudiid
Jarimah hudud adalah jarimah yang telah di
tetapkan jenis, bentuk, dan sanksinya oleh Allah
dalam Al-Qur’an dan oleh Nabi dalam hadis.
Hukumannya tidak mempunyai batas terendah dan
tertinggi dalam hubungannya dengan hukuman

Eal A

had, maka pengertian hak Allah adalah tidak bisa
di hapuskan oleh perseorangan (orang Yyang
menjadi korban atau keluarganya) atau oleh
masyarakat yang diwakili oleh negara. Jarimah
hudud terbagi menjadi tujuh macam sebagai
berikut:

1. Jarimah zina (berbuat zina)

2. Jarimah gazaf (menuduh zina)

3. Jarimah syurbul khamr (minum-minuman
keras)
Jarimah sarigah (pencurian)
Jarimah hirabah (perampokan)
Jarimah riddah (keluar dari Islam)
Jarimah Al Bagyu (pemberontakan)

N o o ok
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3. Jarimah ta’zir
Jarimah ta zir adalah hukuman atas tindakan
pelanggaran dan kriminalitas yang tidak diatur
secara pasti dalam hukum had. Hukuman ini
berbeda-beda, sesuai dengan perbedaan kasus dan
pelakunya. Dari suatu segi hukuman ta’zir adalah
sejalan dengan hukum had, yaitu adalah tindakan
yang dilakukan untuk memperbaiki perilaku
manusia, dan untuk mencegah orang lain agar
tidak melakukan tindakan yang sama seperti itu.
Ibn  Taimiyah  mengemukakan bahwa
perbuatan-perbuatan  maksiat yang tidak
dikenakan hukuman had dan tidak pula dengan
kifarat, seperti mencium anak-anak (dengan
syahwat), mencium wanita lain yang bukan istri,
tidur satu ranjang tanpa persetubuhan, atau
memakan barang yang tidak halal seperti darah
dan bangkai.*

" Marsaid, Al-Figh, (Palembang, Diterbitkan : Rafah Press,
Februari 2020), 58-63



BAB Il
PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN
OLEH ANAK DALAM PUTUSAN PENGADILAN
NEGERI KENDAL NO0.8/PID.SUS-ANAK/2020/PN

KDL

A. Kronologi Perkara

Peristiwa perkara tindak pidana kekerasan yang
dilakukan oleh anak berawal dari saling mengejek di media
sosial instagram pada tanggal 1 September 2020 pukul
21.00 WIB antara grup @jawara69 dengan grup
@wyc.official yang menimbulkan sakit hati. Pelaku yang
tergabung dalam grup @wyc.official saat itu sedang
bersama teman-temannya sekitar 15 orang sedang
menongkrong di Tanah Abang Desa Poncorejo Kecamatan
Gemuh Kabupaten Kendal. Salah satu anak yang
bergabung dalam grup @wcy.official mendapat ejekan
dengan perkataan “lambe besar” (mulut besar) melalui
video call, sehingga membuat pelaku marah dan emosi
yang tidak terkontrol, kemudian pelaku menanyakan lokasi
korban dan pada saat itu korban dan teman-temannya
sedang barada di Jalan Tanah Abang Desa Poncorejo.
Kemudian korban mendapat pesan singkat melalui media
sosial Instagram dari grup @wcy.official dengan indikasi
mengajak grup @jawara69 untuk melakukan tawuran.
Pelaku bersama teman-temannya yang tergabung dalam
grup @wecy.official merencanakan balas dendam atas

51
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ejekan dari grup @jawara69. Sesaat kemudian pada hari
yang sama yaitu pada hari selasa tanggal 1 September 2020
sekitar pukul 23.00 wib pelaku berboncengan dengan
teman-temanya mendatangi lokasi korban dan pelaku
sudah mempersiapkan celurit yang di sembunyikan di
belakang baju dalam perut. Setelah sampai dipinggir Jalan
Tanah Abang Desa Poncorejo ternyata seseorang yang di
cari tidak ada. Tetapi ada lima motor yang memancing
emosi dengan berjalan wira wiri di jalan. Kemudian pelaku
mengejar lima sepeda motor tersebut setelah sampai di
Jalan Raya Desa Caruban Kecamatan Ringinarum
Kabupaten Kendal pelaku menemukan korban dan teman-
temannya yang sudah berkumpul dengan banyak orang
yang akan menyerang anak pelaku bersama
rombongannya. Melihat hal tersebut korban dan teman-
temanya berlari menghampiri pelaku dengan membawa
balok kayu, namun korban terjatuh terjengkal kakinya
sendiri sehingga korban terkena bacok oleh kedua pelaku
dengan menggunakan senjata tajam jenis celurit sebanyak
1 (satu) kali mengenai bagian belakang telinga kanan,
sedangkan pelaku Il memukul korban dengan
menggunakan senjata tajam jenis celurit sebanyak 1 (satu)
kali mengenai paha kanan korban. Melihat korban sudah
tidak berdaya karena mengalami luka-luka, pelaku | dan
pelaku Il pergi meninggalkan korban. Kemudian korban
mengalami luka-luka dan di bawa oleh temannya menuju
ke Rumah Sakit Islam Weleri Kabupaten Kendal untuk
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menjalani perawatan. Kemudian bapak kandung dari anak
korban tersebut melapor ke Kepolisian Kendal guna untuk

diproses secara hukum.*®

Profil pelaku dan korban

Pelaku |
Nama
Tempat,/tanggal lahir
Usia
Tempat tinggal

Jenis kelamin
Pelaku 11

Nama

Tempat/ tanggal lahir

Usia

Tempat tinggal

Jenis kelamin
Korban

Nama

Tempat/ tanggal lahir

S IW

: Kendal, 21 Oktober 2005

: 14 Tahun

: Desa Bulugede Rt.05 Rw.05,
Kecamatan Patebon,
Kabupaten Kendal

. Laki-laki

' FA
: Kendal, 6 Desember 2003
: 16 Tahun

:Dukuh  Jumbleng  Rt.03
Rw.02 Desa  Sojomerto,
Kecamatan Gemubh,
Kabupaten Kendal

. Laki-laki

s HA

: Kendal, 25 Oktober 2005

Putusan
Anak/2020/PN.KdlI

Pengalian  Negeri

Kendal Nomor. 8/Pid.Sus
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Usia : 14 Tahun
Tempat tinggal : Desa. Caruban Rt 03 Rw 04
Kec.  Ringinarum,  Kab.
Kendal
Jenis kelamin . Laki-laki
B. Dakwaan

Menurut J.C.T Simorangkir bahwa dakwa adalah
tuduh, mendakwa bearti menuduh dan terdakwa bearti
tertuduh, disebut dalam pasal 1 KUHP butir 15 bahwa
terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa
dan diadili di sidang pengadilan. Disebut dengan terdakwa
karena pada pemeriksaan di sidang pengadilan, orang yang
diduga telah melakukan tindak pidana tersebut didakwa
oleh jaksa penuntut umum melalui surat dakwaan.*® Surat
dakwaan adalah surat atau akta yang memuat rumusan
tindak pidana yang di dakwakan kepada terdakwa yang
disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan,
dan yang merupakan landasan bagi hakim dalam
pemeriksaan dimuka pengadilan. Rumusan pengertian ini
telah disesuaikan dengan ketentuan KUHAP. Pada definisi
itu sudah dipergunakan dengan istilah atau sebutan yang
berasal dari KUHAP, seperti istilah yang “didakwakan”

dan “hasil pemeriksaan penyidikan”.®

* Sugianto, Hukum Acara Pidana ; Dalam Praktek Peradilan Di
Indonesia, (Yogyakarta : Depublish Cv Budi Utama, 2018), 9

80 Suyanto, Hukum Acara Pidana, (Sidoarjo : Zifatama Jawara,
Cet.1, 2018), 87
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Dakwaan penuntut umum pada putusan kasus ini
adalah dengan dakwaan primair yaitu dakwaan primair
sebagaimana diatur dalam pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP.
Adapun isi pasal 170 ayat 2 ke 2 KUHP adalah sebagai
berikut:

“Dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun,
jika kekerasan mengakibatkan luka berat”

Dalam dakwaan jaksa penuntut umum pada kasus ini
pelaku di dakwa melakukan tindak pidana kekerasan
tentang pengeroyokan, hal tersebut dikarenakan pelaku
mendatangi  korban bersama teman-temanya lalu
melakukan kekerasan berupa pembacokan sehingga
menimbulkan luka berat terhadap korban.

Dalam tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh
anak perlu dilihat dalam perspektif hukum yang berbeda
dibandingkan dengan kasus hukum biasa, dengan dilihat
dari segi yang melakukan kejahatan. Hal tersebut karena
usia pelaku yang masih dikategorikan belum dewasa dan di
anggap sebagai seorang anak. maka jasa penuntut umum
maupun putusan yang diambil oleh majelis hakim juga
harus berpedoman pada Undang-Undang No.23 Tahun
2002 tentang Perlindungan Anak, pada pasal 4 yang
berbunyi.®* ;

“Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh,
berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai

61 Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
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dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat
perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Terhadap keterangan saksi bahwa untuk membuktikan
dakwaanya, penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi
sebagai berikut :

Nama Saksi Keterangan Saksi
1. Saksi SH - Saksi diperiksa
(orang tua berkaitan dengan
korban) adanya tindak pidana

anak kandung yang
telah dikeroyok oleh
para terdakwa

- Korban berpamitan
untuk bermain  hp
dengan mencari wifi

- Saksi di kabari oleh
saudari CA bahwa
anak saksi mengalami
luka akibat
pengeroyokan yang
telah di bawa ke
rumah sakit islam
weleri untuk
menjalani perawatan
medis




o7

Kemudian saksi
langsung menuju ke
rumah sakit islam
weleri, tetapi anak
saksi (korban) dalam

keadaan tidak
sadarkan diri
Korban tidak

sadarkan diri dengan
terdapat banyak luka
sehingga korban harus
melakukan  operasi
dan di rawat di rumah
sakit islam weleri.

2. Saksi CA
(tetangga
korban)

Saksi menyatakan
dengan benar adanya
pengeroyokan yang
terjadi pada hari rabu
tanggal 2 September
2020, pukul 01.00
WIB di jalan Caruban
— Weleri

Saksi tidak ikut dalam
tawuran tersebut
tetapi saksi sedang
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berada di  depan
Masjid yang
kemudian saksi
mendapat  informasi
bahwa dari tawuran
tersebut ada korban
yang mengalami luka-
luka, kemudian saksi
berlari ke arah timur
dan mendatangi
kerumunan tersebut,
setelah melihat
kerumunan  korban
HA  sudah tidak
berdaya. Kemudian
korban dibawa oleh
saksi kerumah sakit
islam weleri

Saksi tidak tahu siapa
yang melakukan
pengeroyokan
tersebut karena saksi
di  beritahu  oleh
seseorang yang saksi
juga  tidak  tahu
namanya
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Saat saksi menolong
korban bahwa korban
sudah tidak berdaya.
kemudian saksi
melihat orang berlari
kearah timur memakai
jaket warna merah
hati dan memakai
celana Panjang

Saksi mengenal
korban HA karena
korban adalah
tetangga saksi.
3. Saksi NA Saksi mengetahui
(polisi) adanya kejadian

pengeroyokan  dan
adanya korban dari
tindakan

pengeroyokan setelah
ada laporan  dari

masyarakat
Saksi mengetahui
para terdakwa

tersebut  melakukan
kekerasan dan
pengeroyokan setelah
di beritahu oleh saksi -
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saksi pada waktu
pemeriksaan yang
berada di tempat
kejadian (TKP)

Saksi mengetahui
bahwa yang
melakukan kekerasan
dan  Pengeroyokan
tersebut adalah
terdakwa lw dan FA
Saksi melakukan
penangkapan

terhadap para anak
tersebut ada laporan
dan karena melakukan
kekerasan di depan

umum yang
mengakibatkan luka
Saksi mengetahui

kalau para anak
tersebut yang
melakukan kekerasan
dan  pengeroyokan
kurang dari 24 jam
Terdakwa  tersebut
mengakuinya  yang
melakukan
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pengeroyokan
tersebut
Kedua terdakwa

menggunakan celurit
sebagai alat yang

digunakan untuk
melakukan
pengeroyokan

Saksi dalam
melakukan

penangkapan bersama
teman petugas Polisi
yang berinisial AS.

4. Saksi
(polisi)

AS

Saksi dihadapkan di
depan  persidangan
sehubungan dengan
adanya perkara
pengeroyokan  dan
kekerasan

Saksi melakukan
penangkapan
terhadap para anak
tersebut karena
melakukan kekerasan
di depan umum yang
mengakibatkan luka
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Saksi dalam
melakukan
penangkapan
terhadap para anak
tersebut saksi bersama
dengan teman saksi
berinisial NA

Pada awal mula
petugas polisi dari
polres Kendal
mendapat laporan dari
warga pada tanggal 02
september 2020 pada
pukul 01.00 wib telah
terjadi

pengkeroyokan

terhadap  seseorang
anak yang
mengakibatkan luka
luka, selanjutnya
saksi melakukan

penyelidikan melalui
keterangan saksi-
saksi dan informasi
terahir kejadian
tersebut di  dapat
informasi  bahwa di
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duga pelakunya kedua
terdakwa IW dan FA,
Kemudian pada siang
harinya di lakukan
pencarian  terhadap
kedua terdakwa
tersebut di rumahnya,
namun tidak ada di

rumabh.
- Saksi mendapat
informasi sekitar

pukul 20.00 WIB
dengan  keberadaan
kedua terdakwa
berada di wilayah
Sukorejo Kendal.

C. Tuntutan
Dalam proses penuntutan ini meliputi pembuatan surat

dakwaan sebagai dasar dimulainya persidangan di
pengadilan dan pembuatan surat tuntutan sebagai dasar
hakim untuk memberikan vonis (putusan) terhadap perkara
pidana yang di sidangkan, dengan suatu kesimpulan oleh
penuntut umum yang isinya berdasarkan proses
pembuktian, apakah ketentuan atau pasal-pasal yang
didakwakan kepada terdakwa terbukti atau tidak. Apabila
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terbukti maka telah disebutkan berapa lama ancaman
hukumannya yang dapat dijatuhkan kepada terdakwa.
Jaksa penuntut umum menuntut para terdakwa dengan
dakwaan primair sebagaimana diancam dengan pasal 170
ayat (2) ke 2 KUHP. Dalam pasal tersebut dapat menjerat
seseorang Yyang terbukti secara sah dan meyakinkan
melakukan tindakan pengeroyokan yang mengakibatkan
luka berat. Adapun ancaman pidana dalam pasal 170 ayat
(2) ke 2 KUHP menerangkan bahwa terdakwa diancam
dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.
Berdasarkan tuntutan yang diajukan oleh jaksa penuntut
umum para terdakwa terbukti melakukan tindakan
pengeroyokan yang mengakibatkan luka berat, maka jaksa
penuntut umum mengajukan tuntutan yang pada pokoknya
menjatuhkan para terdakwa dengan pidana pembinaan
dalam Lembaga Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang
Memerlukan  Perlindungan  Khsusus (BRSAMPK)
ANTASENA Magelang, masing-masing selama 1 (satu)
tahun dan 6 (enam) bulan. Sesuai pasal 82 ayat (1) huruf a
Undang-Undang RI No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem
Peradilan Pidana Anak yang berisi tentang :
Tindakan yang dapat dikenakan kepada Anak meliputi:

a. Pengembalian kepada orang tua/wali

b. Penyerahan kepada seseorang

c. Perawatan dirumah sakit jiwa
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d. Perawatan di LPKS.®

Selain itu Penuntut Umum juga menetapkan 2 barang
bukti yaitu 1 buah celurit gagang hitam, dan 1 buah celurit
gagang coklat agar dirusak sehingga tidak dapat
dipergunakan lagi dan membebankan terdakwa untuk
membayar biaya masing-masing sejumlah Rp.2.000,00
(dua ribu rupiah).®
D. Pertimbangan Hakim

Terkait putusan tersebut majelis hakim telah
menimbang dari berbagai aspek yang dibutuhkan antara
lain, mendengar pernyataan para saksi, keterangan
terdakwa, dan tuntutan dari jaksa penuntut umum. Majelis
hakim  dalam  membuktikan  tuntutan  tersebut
menggunakan unsur-unsur dengan mempertimbangkan
dakwaan sebagai berikut ;

1. Unsur barang siapa;

2. Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga
bersama menggunakan kekerasan terhadap orang
atau barang;

3. Unsur jika kekerasan mengakibatkan luka berat.

Majelis hakim dalam memutus perkara tersebut selain

dalam mepertimbangkan usia terdakwa, majelis hakim
juga mempertimbangkan persoalan hukum para terdakwa

* Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan
Pidana Anak
®  Putusan Pengalian Negeri Kendal Nomor. 8/Pid.Sus

Anak/2020/PN.KdlI
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yang  berdasarkan  fakta-fakta yang  terungkap
dipersidangan  telah  melakukan kekerasan yang
menyebabkan luka berat. Dilakukan pada tanggal 1
September 2020 dijalan Desa. Caruban, Kecamatan
Ringinarum, Kabupaten Kendal, perbuatan tersebut
dilakukan oleh terdakwa masuk dalam kategori melakukan
tindak pidana kekerasan.®* Apabila dilihat dalam pasal 170
ayat (2) ke-2 KUHP, maka termasuk dalam kategori
tentang pengeroyokan, yang dilakukan oleh terdakwa
dengan melakukan tindak pidana kekerasan yang
menyebabkan luka berat pada korban.

Berdasarkan bahwa fakta yang terungkap di
persidangan kedua terdakwa tersebut sesuai dengan
identitas masing-masing dalam surat dakwaan serta
lampiran berupa akta kelahiran masing-masing terdakwa
yang masih dikategorikan sebagai anak. Sehingga perkara
ini dikategorikan sebagai perkara anak. Maka dalam proses
peradilannya mengacu pada Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.%

Dalam hal perkara anak apabila merujuk pada Undang-
Undang yang berlaku saat terjadinya tindak pidana anak,
maka sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak maka;
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Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor. 8/Pid.Sus
Anak/2020/PN.KdI

8 puytusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor. 8/Pid.Sus
Anak/2020/PN.KdlI
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a. Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang
Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat
sebagai manusia seutuhnya

b. Untuk menjaga harkat dan martabat, anak berhak
mendapatkan  perlindungan  secara  khusus,
terutama pada perlindungan hukum dan sistem
peradilan

c. Negara Indonesia merupakan sebagai negara pihak
dalam konvensi Hak-Hak Anak (Convenstion on
the Rights of the Child) yang mengatur prinsip
perlindungan hukum terhadap anak mempunyai
kewajiban untuk memberikan perlindungan
khusus bagi anak yang berhadapan dengan
hukum.

Maka berdasarkan ketentuan Majelis Hakim dalam
memutus pidana terhadap terdakwa, Majelis Hakim
terlebih  dahulu  mempertimbangkan hal-hal yang
memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa
sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan :

1. Anak terdakwa | dan anak terdakwa Il

menyebabkan tangan Kiri anak korban belum bisa
di Gerakan dan masih sering mengalami pusing
Hal-hal yang meringankan :

66

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem
Peradilan Pidana Anak
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1. Anak terdakwa | dan anak terdakwa Il menyesali
perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi
perbuatannya

2. Anak terdakwa | dan Anak terdakwa Il bersikap
sopan selama persidangan

3. Anak terdakwa | masih sekolah kelas X di SMK
dan anak terdakwa Il masih sekolah kelas XI di
SMA

4. Orang tua anak terdakwa | dan anak terdakwa II
telah memberikan santunan kepada anak korban
berupa uang untuk ganti rugi biaya pengobatan
sejumlah Rp: 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah).

Tindak pidana kekerasan bisa dilakukan oleh siapa

saja, baik orang dewasa maupun anak-anak. Anak yang
berkonflik dengan hukum biasanya terpengaruh oleh faktor
pergaulan internal maupun eksternal. Anak yang sedang
mengalami masa pertumbuhan tentunya akan mengalami
(identity crisis) atau dimana ia belum mengetahui jati
dirinya. Maka hal ini menyebabkan anak menjadi lebih
mudah marah dan timbul keinginan untuk melakukan
kekerasan.®’

Pada penasihat hukum dalam Putusan Putusan

Pengalian ~ Negeri Kendal Nomor. 8/Pid.Sus

67 Zainab Ompu Jainah, Intan Nurina Seftiniara, Sheila Monica
Yohanes, “Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Pelaku
Tindak Pidana Kekerasan (Studi Putusan Nomor: 5/Pid.Sus-Anak/2021/Pn
Tjk)”, Jurnal : Indonesia Journal Of Law And Social-Political Governance,
Vol. 1 No. 3 September - Desember 2021, 130
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Anak/2020/PN.Kdl menyatakan agar Majelis Hakim dalam
memutus perkara ini dengan mengingat bahwa para anak
yang berhadapan dengan hukum yang masih berstatus
pelajar dan konsep pemerintah untuk anak harus
bersekolah setidaknya selama 12 tahun. Maka terdakwa
dapat dikembalikan dengan diasuh oleh kedua orang
tuannya agar bisa melanjutkan pendidikan formal dalam
mengikuti pembelajaran. Namun apabila majelis hakim
berpendapat lain dalam memutus/ menjatuhkan pidana
maka putusan yang diberikan harus menguntungkan para
anak yang berhadapan dengan hukum dan yang seringan-
ringannya.

Majelis hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan
pidana para terdakwa bersama dengan laporan peneliti
kemasayrakatan dari pembimbing kemasyarakatan
berdasarkan ketentuan pasal 60 ayat (3) dan (4) UU SPPA
yaitu ;

“ Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian
kemasyarakatan dari pembimbing kemasyarakatan
sebelum menjatuhkan putusan perkara dan dalam hal
laporan penelitian kemasyarakatan tidak dipertimbangkan
dalam putusan hakim, putusan batal demi hukum”.

Berdasarkan analisa dan kesimpulan hasil dari
pengamatan serta rekomendasi sidang Tim Pengamat
Pemasyarakatan (TPP) merekomendasikan agar anak yang
berhadapan dengan hukum (ABH) atas terdakwa | dan
terdakwa Il dikenakan Tindakan berupa perawatan dalam
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Lembaga Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan
Perlindungan  Khsusus (BRSAMPK) ANTASENA
Magelang. Sesuai pasal 82 ayat (1) huruf a Undang-
Uundang RI NO. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan
Pidana Anak.

Dengan mempertimbangkan terdakwa | sebagai

berikut ;

1. Anak baru pertama kali menjalani proses hukum

2. Anak sangat membutuhkan terapi perubahan pola
pikir dan perilaku rehabilitasi secara insentif

3. Menghindarkan dari stigma negatif pidana penjara
Usia anak masih sangat muda sehingga masih tetap
harus mendapat perlindungan hukum Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak pasal 64 ayat (2) huruf d
berbunyi “ perlindungan khusus bagi anak yang
berhadapan dengan hukum dilaksanakan melalui
penjatuhan sanksi yang untuk kepentingan yang
terbaik bagi anak”

Dengan pertimbangan anak terdakwa Il sebagai

berikut :

1. Keluarga bersedia terdakwa mendapatkan
pendidikan di  pondok pesantren  untuk
melanjutkan sekolah

2. Terdakwa mendapat pembinaan dan pendidikan
formal dan non formal

3. Efek jera bagi pelaku dan keadilan bagi korban
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4. Terdakwa diberikan terapi psikologi lebih
mendalam untuk meperbaiki mental
kepribadiannya

5. Terdakwa mendapat bimbingan sesuai dengan
caseplan yang telah dibuat

6. Menghindarkan dari stigma pidana penjara yang
merupakan upaya terakhir dalam penanganan anak
yang  berkonflik  dengan  hukum/utimum
remedium.®®

Anak yang berhadapan dengan hukum akan dikenakan

pidana sesuai dengan pasal 71 Undang-Undang Sistem
Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) yang terdiri dari pidana
pokok yakni, pidana peringatan, pidana syarat seperti
pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat atau
pengawasan, pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga
hingga penjara. Sedangkan pidana tambahan yang terdiri
dari, perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak
pidana atau pemenuhan kewajiban adat.% Oleh kerena itu
dalam penjatuhan sanksi pidana yang telah di tetapkan
dalam Undang-Undang kemudian oleh negara dijatuhkan
dan dijalankan kepada pelaku atas perbuatannya yang
berdasarkan dakwaan. Hak dan kekuasaan Negara
mempunyai suatu kekuasaan yang sangat besar sehingga

®  Pputusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor. 8/Pid.Sus

Anak/2020/PN.KdlI
* Zainab Ompu Jainah, Intan Nurina Seftiniara, Sheila Monica
Yohanes, “Analisis Pertanggungjawaban Pidana” 131
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Majelis Hakim dalam menetapkan amar putusan harus
mempertimbangkan terlebih dahulu dengan benar tentang
manfaat yang akan dicapai dari penjatuhan sanksi pidana
yang diberikan. Baik dampak bagi terdakwa, masyarakat
maupun Negara. Maka dalam teori hukum pidana sangat
dibutuhkan sebagai salah satu bahan acuan jaksa dalam
membuat tuntutan dan hakim saat akan menjatuhkan
pidana.”

Tujuan pemidanaan dalam RKUHP dalam pasal 55

ayat (1) menyatakan bahwa pemidanaan bertujuan :

a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan
menegakkan norma hukum demi pengayoman
masyarakat;

b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan
pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan
berguna;

c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh
tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan
mendatangkan rasa damai dalam masyarakat;

d. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Tujuan pemidanaan yang dirumuskan dalam RKUHP

diatas yakni berlandaskan atas tujuan pemidanaan yang
merujuk pada teori pemidanaan relatif, yang mempunyai

70 Muladi Dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori Dan Kebijakan
Pidana, (Bandung : Alumni, 1984), 1
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tujuan untuk mencapai manfaat, untuk melindungi
masyarakat, dan menuju kesejahteraan masyarakat. "
Jenis pidana yang di putus oleh Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Kendal dalam Perkara Nomor.
8/Pid.Sus Anak/2020/PN.Kdl adalah dengan pidana pokok
berupa Pembinaan dalam Lembaga Balai Rehabilitasi
Sosial Anak yang memerlukan perlindungan khusus
(Atasena Magelang) selama 1 tahun 6 bulan. Dalam
penjatuhan sanksi terhadap terdakwa yang masih tergolong
usia anak, hukuman yang diberikan tersebut bukan hanya
semata-mata sebagai balasan dari perbuatannya, akan
tetapi majelis hakim telah mempertimbangkan beberapa
aspek sebelum menjatuhkan hukuman tersebut dengan
tetap mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan
hal-hal yang memberatkan terdakwa. Hukuman 1 tahun 6
bulan yang diberikan kepada masing-masing terdakwa
dianggap sudah mampu dalam menjalankan hukuman yang
setimpal dan menyadarkan terdakwa agar tidak
mengulangi perbuatan tindak pidana tersebut jika masa
hukumannya telah selesai maka ia bisa berubah menjadi
yang lebih baik. Hakim juga mempertimbangkan bahwa
dilihat dari catatan kriminal para ke-dua terdakwa tersebut
sebelumnya belum pernah melakukan tindak pidana
kejahatan sehingga dengan alasan inilah yang dapat

L Lugman Hakim, Penerapan Dan Implementasi Tujuan
Pemidanaan, (Yogyakarta : Deepublish Cv. Budi Utama, 2020), 15-16
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dijadikan pertimbangan hakim dalam memutus atau
menjatuhkan sanksi kepada terdakwa.

Dalam kasus tindak pidana kekerasan yang dilakukan
oleh kedua terdakwa dalam fakta-fakta dipersidangan yang
terbukti masih berusia anak. Sehingga dalam prinsip
keadilan pemidanaannya harus memperhatikan secara
hukum nasional. Jika anak terbukti dalam melakukan
tindak pidana maka anak harus dilindungi agar tidak
semakin jauh terjebak dalam tindakan yang tergolong
kriminal. Oleh karena itu salah satu bentuk perlindungan
khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum adalah
“penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan terbaik
bagi anak”. Penjatuhan sanksi yang tepat untuk
kepentingan terbaik bagi anak merupakan tujuan sistem
peradilan pidana anak di dalam Undang-Undang
Perlindungan Anak, Dalam penjatuhan sanksi yang tepat
untuk kepentingan terbaik bagi anak, yaitu sanksi yang
mendukung bagi pembinaan dan perlindungan terhadap
anak.

Tujuan sistem peradilan pidana anak berdasarkan
dalam ketentuan UU Sistem Peradilan Pidana Aanak di
Indonesia dapat dilihat dalam ketentuan Undang-Undang
Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012, di
dalam konsiderans “menimbang” UU tersebut dilandaskan
bahwa anak berhak mendapatkan perlindungan khusus
terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan.
Diperlukan perlakuan khusus karena anak sebagai generasi



75

muda yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri
khusus, maka memerlukan pembinaan dan perlindungan
dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan
fisik, perkembangan mental, dan perkembangan sosial
secara utuh. Tujuan dalam sistem peradilan pidana anak
yang terdapat dalam Undang-Undang Sistem Peradilan
Pidana Anak tidak tertulis secara nyata, namun dapat
diketahui dari ketentuan melalui “penjelasan umum” dalam
Undang-Undang tersebut yaitu ;

“Subtansi paling mendasar dalam Undang-Undang ini
adalah pengaturan secara tegas mengenai keadilan
restorative dan diversi yang dimaksudkan untuk
menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan
sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak
yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak
dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar.
Oleh karena itu sangat diperlukan peran serta semua pihak
dalam rangka mewujudkan hal tersebut. Proses harus
bertujun pada terciptanya keadilan restorative baik bagi
anak maupun bagi korban”.”

Penyelesaian perkara pada kasus ini tidak menerapkan
upaya restorative justice, karena menurut hakim putusan
tersebut tertuang dalam Perma Nomor 4 tahun 2014

2 Fajar Ari Sudewo, Pendekatan Restorative Justice : Bagi Anak
Yang Berhadapan Dengan Hukum, (Pekalongan: Pt. Nasya Expanding
Management, 2021), 78-79
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tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem
Peradilan Pidana Anak pada pasal 3 yang berbunyi :

“Hakim anak wajib mengupayakan diversi dalam hal
anak didakwa melakukan tindak pidana yang diancam
dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan
didakwa dengan tindak pidana yang diancam dengan
pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih dalam bentuk
surat dakwaan subsidiaritas, alternatif, kumulatif, maupun
kombinasi (gabungan)”.”

Maka hakim memutuskan dalam persidangan bahwa
anak dijatuhi hukuman berupa pembinaan dalam lembaga
Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan
Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Atasena Magelang
selama 1 tahun 6 bulan. Dengan sebagaimana yang telah
diatur dalam putusan tersebut menggunakan Perma Nomor
4 tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi.

E. Amar Putusan

Proses persidangan dalam pasal 182 KUHP dijelaskan
bahwa “setelah proses pemeriksaan dinyatakan selesai
maka hakim ketua sidang menyatakan bahwa pemeriksaan
dinyatakan di tutup, dijelaskan pada ayat ke 2 (dua) bahwa
setelah dinyatakan di tutup oleh Hakim Ketua, atas
kewenangan hakim ketua sidang karena jabatanya maupun
atas permintaan penuntut umum atau terdakwa penasihat
hukum dengan memberikan alasannya dengan ketentuan

" Perma Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan

Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana
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dapat membukanya sekali lagi. Selanjutnya pada ayat ke 3
(tiga) Majelis hakim mengadakan musyawarah dengan
tujuan untuk mencapai kesepakatan tentang keputusan
yang akan di ambil atau dijatuhkan terhadap terdakwa
dalam perkara pidana dengan ketentuan semua peserta
sidang meninggalkan ruangan sidang. Dalam musyawarah
majelis hakim tersebut didasarkan atas surat dakwaan
penuntut umum, pledoi, serta fakta-fakta yang terungkap
dalam persidangan atau segala sesuatu yang terbukti dalam
persidangan tersebut maka putusan pengadilan dapat
disampaikan pada hari itu juga atau pada harilain nya
dengan pemberitahuan kepada penuntut umum, terdakwa,
atau penasihat hukum”.”

Dalam putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor.
8/Pid.Sus Anak/2020/PN.Kdl tersebut hakim dalam
mengadili pelaku tindak pidana harus melalui proses
penyajian dalam suatu bentuk putusan pengadilan sebagai
rangkaian proses penegakan hukum. Dengan demikian
putusan pengadilan dituntut untuk memenuhi teori
keadilan, yaitu keadilan menurut kehendak undang-undang
yang di jalankan. Maka setelah dilaksanakan nya
pemeriksaan terdakwa maka hakim wajib memberikan
putusan hukum. Dalam putusannya Hakim harus
menyebutkan perbuatan terdakwa yang mana yang
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Pasal 182 Kuhp Di Akses Melalui
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Maret 2023, 13:06
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berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan
memenuhi rumusan dari pasal tertentu dari peraturan
perundang-undangan, dalam penelitian dasar
pertimbangan hakim terhadap pemidanaan tindak pidana
kekerasan yang diputus secara primair di pengadilan
Negeri Kendal ini, putusan hakim harus mencantumkan
perbuatan terdakwa yang memenuhi rumusan pasal
kejahatan tindak pidana kekerasan anak terdapat dalam
pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP tentang kekerasan yang
dilakukan secara terang-terangan dan dengan tenaga
bersama terhadap barang atau orang, maka dalam
menanggapi tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh
anak yang berbunyi : “tersalah dihukum Dengan penjara
selama-lamanya sembilan tahun jika kekerasan tersebut
menyebabkan luka berat.” maka setelah putusan ini di
bacakan UU. No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan
Pidana Anak maka putusan tersebut di sesuaikan karena
ada undang-undang pertimbangan (pidana anak) di dalam
putusan tersebut .

Sehingga dalam perkara putusan Nomor. 8/Pid.Sus
Anak/2020/PN.Kdl diputus dengan putusan sebagai
berikut :

1. Menyatakan para terdakwa I. IW dan terdakwa II.
FA. Telah terbukti secara sah dan meyakinkan
bersalah melakukan tindak pidana ‘“Melakukan
kekerasan yang menyebabkan  luka berat”,
sebagaimana dakwaan primair penuntut umum;
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2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa | dan
terdakwa Il dengan pidana pembinaan dalam
Lembaga di balai rehabilitasi social anak yang
memerlukan perlindungan khusus (BRSAMPK)
ANTASENA Magelang masing-masing selama 1
(satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah celurit gagang hitam
- 1 (satu) buah celurit gagang coklat

Agar dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi

4. Membebankan terdakwa | dan terdakwa Il dengan
membayar biaya perkara masing-masing sejumlah
Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah dalam pembacaan putusan tersebut para
terdakwa serta penuntut umum tidak menolak putusan
tersebut atau tidak melakukan upaya hukum banding, maka
anak pelaku harus melaksanakan sebagaimana dalam
putusan dengan di lakukannya rehabilitas/melakukan
Pembinaan dalam Lembaga Balai Rehabilitasi Sosial Anak
yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK)
Atasena Magelang. Selama 1 tahun 6 bulan dan terhadap
perkara ini sudah mempunyai kekuatan hukum tetap yang
artinya tidak ada lagi keberatan dari pihak penuntu umum
maupun pelaku.”

" Pputusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor. 8/Pid.Sus

Anak/2020/PN.KdlI



BAB IV
ANALISIS RESTORATIVE JUSTICE DAN
HUKUM PIDANA ISLAM DALAM PUTUSAN
PENGADILAN NEGERI KENDAL NO0.8/PID.SUS-
ANAK/2020/PN KDL

A. Perspektif Restorative Justice Terhadap
Putusan Perkara NO0.8/Pid.Sus Anak/2020/Pn
Kdl
Konsep keadilan restoratif (restorative justice) sebagai

alternatif penyelesaian perkara tindak pidana yang
berfokus pada pemidanaan yang lebih mengedepankan
konsep perdamaian atau pemaafan, konsep “mediasi” dan
konsep “rekonsiliasi” dengan melibatkan pelaku, korban,
keluarga pelaku maupun korban, dan pihak-pihak yang
bersangkutan ~ untuk  bersama-sama  menciptakan
kesepakatan atas proses penyelesaian perkara yang adil dan
seimbang bagi pihak korban maupun pelaku dengan
mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan
semula.™

Hukum tidak hanya sekedar untuk mewujudkan
ketertiban, namun lebih dari itu, hukum harus memberikan
rasa keadilan bagi masyarakat. Hukum dengan tidak
sendirinya akan melahirkan keadilan, akan tetapi untuk

76 Edi Ribu Harwanto, Keadilan Restorative Justice : Implementasi
Politik Hukum Pidana Bernilai Filsafat Pancasila, (Lampung: Cv.Laduny
Alifatama, , 2021), 4
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tercapainya keadilan hukum harus ditegakan. Sistem
penegakan hukum mempunyai nilai-nilai yang baik yaitu
menyangkut proses perbuatan menyerasikan antara nilai
dengan kaidah serta dengan perilaku nyata manusia. Pada
hakikatnya hukum mempunyai kehidupan sosial
masyarakat karena hukum dan masyarakat terdapat suatu
interelasi. Hukum pidana merupakan suatu instrumen
penjaga ketertiban masyarakat, memiliki dua fungsi, yakni
fungsi umum mengatur hidup dalam bermasyarakat atau
menyelenggarakan tata dalam masyarakat dan fungsi
khusus sebagai pelindung kepentingan hukum terhadap
perbuatan yang melanggar aturan hukum dengan sanksi
berupa pidana yang sifatnya tajam.”’

Pada zaman sekarang sering kita lihat bahwa beberapa
kasus kenalakan remaja yang sudah marak terjadi di
masyarakat. Dalam keadaan ini kita sering menemui
tawuran antar pelajar sekolah, dengan hal ini sering di
kaitkan dengan perilaku negatif/ menyimpang dan bahkan
sering dikaitkan dengan perilaku pelanggaran hukum yang
berujung pada tindak pidana. kenakalan remaja ini bisa
mengarah menjadi sebuah kejahatan yang menyita
perhatian masyarakat, dan yang cukup sering menarik
perhatian masyarakat, karena dimana remaja-remaja
banyak yang masih berada di bawah umur atau

" M. Fakhruddin Zuhri, “Pengampunan Hakim : Kearifan Local
Dalam Konsep Hukum Pidana Nasional”, Jurnal Walisongo Law Review
(Walrev), Vol 1 No. 1, 2019, 1
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diketegorikan sebagai anak. Yang di sebut dengan anak
dalam Hukum Peradilan Pidana Anak adalah seseorang
yang belum berusia 18 tahun. Kejahatan remaja sering
dilakukan kelompok karena ada persamaan misalnya
dalam satu sekolah, satu lingkungan tempat tinggal, atau
dalam satu perkumpulan remaja. Dalam bentuk tawuran
atau perkelahian kelompok-kelompok remaja ini sangat
mudah terpancing satu antar kelompok bertemu satu
dengan lain. Pada umumnya remaja adalah seseorang yang
memiliki pengontrolan emosi diri yang rendah, sehingga
mereka tidak mampu mengendalikan diri dalam bertingkah
laku. Maka sering terjadi saling iseng, atau terdapat
permasalahan kecil yang terjadi saling ejek yang berlanjut
dengan perkalahian dan bahkan pengerusakan terhadap
harta benda yang mengakibatkan kerugian materil maupun
korban manusia baik luka ringan maupun luka berat, atau
bahkan hingga meninggal dunia.”

Tindak pidana yang dilakukan oleh anak tidak murni
yang di tujukan bersalah adalah anak sebagai pelaku
sepenuhnya, namun pada pada dasarnya anak yang
melakukan tindak pidana juga merupakan sebagai korban.
Hal itu di karenakan adanya beberapa faktor penyebab
yang memiliki pengaruh dalam terjadinya tindak pidana
anak diantaranya adalah :

1. Faktor Internal

" Haryanto Ginting, Muazzul, “Peranan Kepolisian.., 33-34
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Faktor internal berupa ketidak mapuan
remaja dalam melakukan penyesuaian sosial atau
beradaptasi terhadap nilai dan norma yang ada di
dalam lingkungan masyarakat. Seperti perilaku
kenakalan yang dilakukan oleh anak merupakan
aspek kepribadian yang berasal dari dalam diri
anak, yang seperti mempunyai konsep diri yang
rendah yaitu penyesuaian sosial serta kemampuan,
menyelesaikan masalah yang rendah, sikap yang
berlebihan serta pengendalian diri yang rendah.

2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal adalah berupa lingkungan
keluarga, atau lingkungan masyarakat. Dalam
perkembangan anak terhadap pola asuh oleh orang
tua atau sikap negatif yang ditunjukkan oleh orang
tua berupa kedisiplinan yang keras, kemarahan dan
kekerasan yang ditunjukkan oleh orang tua dalam
pengasuhan dengan perilaku anti sosial dapat
mempengaruhi munculnya perilaku anti sosial
pada anak. Hal ini memiliki pengaruh yang lebih
besar terhadap munculnya perilaku kenakalan dan
tindak kriminal yang dilakukan oleh anak.™

" Candra Ulfatun Nisa, Nyoman Serikat Putra Jaya, “Penerapan
Bentuk Mediasi Penal Dengan Pendekatan Keadilan Restorative Justice
Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak”, Jurnal Komunikasi Hukum
Universitas Pendidikan Ganesha, Vol. 6 No. 1, Februari 2020, 254
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Upaya dalam pencegahan dan penanggulangan
kenakalan anak saat ini adalah dengan melalui
penyelenggara Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana
Anak. Tujuan penyelenggara Sistem Peradilan Pidana
Anak tidak semata-mata bertujuan untuk menjatuhkan
sanksi pidana bagi anak yang telah melakukan tindak
pidana. Tetapi lebih difokuskan pada dasar pemikiran
bahwa penjatuhan hukuman sanksi tersebut sebagai sarana
untuk mewujudkan kesejahteraan bagi anak pelaku tindak
pidana. Ketentuan mengenai penyelenggara peradilan bagi
anak perlu dilakukan secara khusus, hal ini bertujuan untuk
mewujudkan  penanganan perkara anak  dengan
memperhatikan kepentingan anak dan merugikan mental
fisik dan mental yang mempengaruhi pertumbuhan dan
perkembangannya.

Dalam menangani anak sebagai pelaku tindak pidana,
aparat penegak hukum senantiasa harus memperhatikan
kondisi anak yang berbeda dengan orang dewasa. Sifat
dasar anak sebagai pribadi yang masih labil dan masa
depan anak adalah sebagai aset bangsa, dan anak
mempunyai kedudukan yang masih membutuhkan
perlindungan yang dapat dijadikan dasar untuk mencari
solusi alternatif bagaimana agar anak terhindar dari stigma
suatu sistem peradilan pidana formal.

Tidak semua perkara anak yang melakukan kesalahan
tindak pidana diselesaikan melalui jalur peradilan formal.
Dalam peradilan pidana anak memberikan alternatif
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penyelesaian dengan melalukan pendekatan keadilan demi
kepentingan  terbaik bagi anak dan  dengan
mempertimbangkan keadilan bagi korban yang di kenal
dengan pendekatan keadilan restorative justice.

Dalam memberikan hukuman bagi anak, aparat
penegak hukum wajib untuk mengutamakan prinsip-
prinsip  perlindungan kepada anak. Prinsip-prinsip
perlindungan anak diantaranya adalah: tidak melakukan
deskriminasi terhadap pelaku maupun korban, bertujuan
untuk kepentingan terbaik anak dan juga aspek
perkembangan anak yang dinilai dari segi mental dan fisik
anak. sehingga dengan demikian diatur secara khusus
melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang
Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) yang didalam
nya termuat konsep restorative justice.®

Restorative justice merupakan suatu konsep yang pada
dasarnya menyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh
anak dengan cara penyelesaian di luar pengadilan criminal
justice sistem (sistem peradilan pidana). Proses restorative
justice bertujuan untuk mencari jalan keluar sebagai
alternatif penyelesaian perkara tindak pidana yang
berfokus pada pemidanaan yang diubah menjadi proses
dialog dan mediasi dengan melibatkan pelaku, korban,

80 Aulia Aziza, Slamet Tri Whyudi, “Penegakan Hukum Terhadap
Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perjudian Melalui Pendekatan
Restorative Justice”, Jurnal National Conference For Law Studies (NCOLS),
Vol. 2 No. 1, 2020, 787
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keluarga pelaku maupun korban, dan pihak-pihak yang
bersangkutan ~ untuk  bersama-sama  menciptakan
kesepakatan atas proses penyelesaian perkara yang adil dan
seimbang bagi pihak korban maupun pelaku dengan
mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan
semula.®

Dalam rangka mencapai keadilan restorative justice,
UU SPPA memberikan kewenangan kepada penyidik,
penuntut umum, dan hakim untuk melakukan diversi
terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Keadilan
restorative jstice dapat di terapkan pada seluruh proses
penegakan hukum pidana, tidak hanya pada satu proses
saja. Hal ini didasarkan pada prinsip keadilan restorative
justice masuk pada suatu sistem hukum pidana sehingga
penerapannya ada pada setiap prosesnya dan juga setiap
penegak hukum mempunyai kewenangan untuk
menerapkannya.®

Dalam putusan hakim pada perkara Nomor 8/Pid.Sus
Anak/2020/Pn Kdl, terhadap perlindungan anak yang
berhadapan dengan hukum tidak hanya dapat di selesaikan
melalui proses peradilan saja, akan tetapi juga dapat
diselesaikan di luar proses peradilan pidana atau yang
disebut dengan diversi. Yang mana dalam penyelesaiannya

8L Edi Ribu Harwanto, Keadilan Restorative Justice, 4

82 Candra Ulfatun Nisa, Nyoman Serikat Putra Jaya, “Penerapan
Bentuk Mediasi Penal Dengan Pendekatan Keadilan Restorative Justice
Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak”, 261
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melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan
pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari
penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan
kembali pada keadaan semula, dan bukan sebagai
pembalasan yang dikenal dengan pendekatan keadilan

restorative justice.

Adapun ketentuan pidana dalam UU SPPA tentang
konsep mengedepankan pendekatan keadilan restorative
terdapat pada Pasal 5 antara lain:

1) Sistem Peradilan Pidana Anak mengupayakan

pendekatan keadilan restoratif

2) Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a.

Penyidikan dan penuntutan pidana anak
yang dilaksanakan  sesuai  dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan,
kecuali ditentukan lain dalam Undang-
Undang ini;

Persidangan anak yang dilakukan oleh
pengadilan di lingkungan peradilan
umum;

Pembinaan, pembimbing, dan
pengawasan, atau pendampingan selama
proses pelaksanaan pidana atau tindakan
setelah menjalani pidana atau tindakan.
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3) Dalam sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b wajib
diupayakan diversi.

Pada perkara nomor 8/Pid.Sus Anak/2020/Pn Kdl,
Hakim dapat membuat putusan yang seadil-adilnya dengan
mengedepankan model pemidanaan restorative justice,
yaitu pemulihan kembali pada keadaan semula setelah
peristiwa dan pemidanaan sebagai jalan akhir. Mengingat
tindak pidana ini terjadi pada seorang anak maka
seharusnya hakim perlu menerapkan prosedur yang sesuai
dengan UU SPPA dengan tetap dilaksanankanya
pendekatan secara restorative justice melalui penggunaan
diversi dalam upaya memenuhi hak-hak dari anak tersebut.
Sehingga perlu di dahulukan cara lain di luar pengadilan
yaitu yang disebut dengan diversi. Namun dengan
mempertimbangkan luka yang di akibatkan oleh korban
adalah luka berat, maka hakim dengan jelas tidak
mempertimbangkan penggunaan restorative justice dalam
upaya pemidanaan pada kasus ini.

Penanganan dengan pendeketan melalui restorative
justice juga dilakukan dengan alasan untuk memberikan
suatu kesempatan yang dapat meringankan kepada
pelanggar hukum agar menjadi orang yang baik kembali
melalui jalur non formal. Salah satu bentuk yang bisa
meringankan suatu peradilan pidana pada anak pada
putusan perkara Nomor 8/Pid.Sus Anak/2020/Pn Kadl,
Karena anak baru pertama kali menjalani proses hukum
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dan juga berupaya untuk memberikan keadilan bagi kasus
anak yang telah terlanjur melakukan tindak pidana sampai
kepada aparat penegak hukum.

Dalam proses peradilan pidana juga dikenal dengan
adanya restitusi atau ganti rugi terhadap korban. Restitusi
merupakan ganti kerugian yang diberikan kepada korban
atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, Dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang
pelaksanaan restitusi bagi anak yang menjadi korban
tindak pidana, “restitusi adalah pembayaran ganti kerugian
yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan
pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian
materiil dan/atau immaterial yang diderita korban atau ahli
warisnya”. Muatan Restitusi bagi anak yang menjadi
korban tindak pidana (Pasal 3) berupa :

1) Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan;

2) Ganti kerugian atas penderitaan sebagai akibat

tindak pidana; dan/atau

3) Penggantian biaya perawatan dan/atau psikologis.

Restitusi sesuai dengan prinsip pemulihan dalam
keadaan semula (restutio in integrum) adalah suatu upaya
bahwa korban kejahatan haruslah dikembalikan pada
kondisi semula sebelum kejahatan terjadi meski didasari
bahwa tidak akan mungkin korban kembali pada kondisi
semula. Prinsip ini menegaskan bahwa bentuk pemulihan
kepada korban haruslah selengkap mungkin dan mencakup
berbagai aspek yang ditimbulkan dari akibat kejahatan.
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Dengan restitusi, maka korban dapat dipulihkan
kebebasan, hak-hak hukum, status sosial, kehidupan
keluarga dan kewarganegaraan, kembali ke tempat
tinggalnya, pemulihan pekerjaannya, serta dipulihkan
asetnya.®
B. Perspektif Hukum Pidana Islam

Restorative justice dalam hukum pidana Islam dan
Sistem Peradilan Pidana Anak mempunyai persamaan
dalam hal mengedepankan konsep pemaafan. Sebagaimana
di tegaskan dalam Islam pada surat Al-Bagarah ayat 178 :
“Maka barang siapa yang mendapat suatu pemaafan dari
saudaranya, hendaklah yang memaafkan mengikuti dengan
cara yang baik, dan hendaklah yang diberi maaf membayar
diyat kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik
pula”. Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak mengacu pada
Pasal 1 angka 6 yang berbunyi : keadilan restoratif adalah
penyelesaian perkara pidana dengan melibatkan pelaku,
korban, keluarga pelaku/korban, dari pihak yang terkait
untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil
dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan
semula dan bukan pembalasan. 8 Dari pasal tersebut
menjelaskan bahwa yang di maksud dengan kalimat
“bukan pembalasan” bahwa penyelesaian perkara yang

* Josethin Mareta, “Penerapan Restorative Justice Melalui

Pemenuhan Restitusi Pada Korban Tindak Pidana Anak™, Jurnal Legislasi
Indonesia, Vol 15 No.4 - Desember 2018, 311

*Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, pasal 1 angka
6
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dilakukan secara damai dengan menerapkan konsep
pemaafan terhadap pelaku dengan menggunakan
pendekatan restorative justice, dimana seorang anak
berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama
perlindungan hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.
Jarimah qgisas diberlakukan sebagai hukuman dalam
pidana islam ketika terjadi kejahatan berikut ini :
1. Pembunuhan disengaja
Pembunuhan yang menyamai sengaja
Pembunuhan yang tidak sengaja
Penganiayaan dengan sengaja

ok~ wbDd

Penganiayaan dengan tidak sengaja.

Jarimah qisas adalah memberikan balasan yang
setimpal kepada pelaku sesuai dengan perbuatannya.
Apabila perbuatan yang dilakukan oleh pelaku adalah
menghilangkan nyawa orang lain (membunuh), maka
hukuman yang setimpal adalah dibunuh atau hukuman
mati.

Adapun ayat Al-Qur’an yang menjelaskan tentang
jarimah qisas terdapat pada Q.S Al- Maidah:45 yang
berbunyi:
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(€0 u;&s\ dgju 050 W
/5: 45)s:3L4)
“Dan kami telah tetapkan terhadap mereka di
dalamnya (At Taurat) bahwasannya jiwa
(dibalas) denga jiwa, mata dengan mata,
hidung dengan hidung, telinga dengan telinga,
gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada
gisas nya. Barang siapa yang melepaskan (hak
gisas-nya maka melepaskan hak itu (menjadi)
penebus dosa bagi nya. Barang siapa tidak
memutus perkara menurut apa yang
diturunkan Allah, maka mereka itu ada orang-

orang yang zalim”. (Q.S Al-Maidah: 45)
Namun disamping itu, selain menerapkan hukuman
gisas Islam juga mengenal adanya pemaafan, yang disebut
dengan jarimah qisas-diyat. Jarimah qisas-diyat adalah
suatu kejahatan terhadap jiwa dan anggota badan yang
diancam dengan hukuman gisas (serupa/semisal) atau diyat
(ganti rugi dari si pelaku atau keluarganya kepada si korban
atau walinya). Disebutkan dalam surah Al-Bagarah ayat

178:
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“Maka barang siapa yang mendapatkan suatu
pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang
memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik,
dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar
(diyat) kepada yang memberi maaf dengan
cara yang baik (pula), yang demikian itu
adalah suatu keringanan dari tuhan kamu dan
suatu rahmat. Barang siapa yang melampaui
batas sesudah itu, maka baginya siksa yang
sangat pedih.” (Q.S Al-Bagarah ;178)

Jarimah gisas sudah berjalan dalam masyarakat Arab,
Menurut pendapat Ibnu Abbas, qisas sudah ada pada
bangsa Bani Israil, namun pada masa itu belum ada nya
konsep jarimah diyat. Maka Allah Saw menurunkan Surat
Al-Bagarah ayat 178, dengan turunnya ayat ini, diyat
berfungsi sebagai pengganti pemaafan. Dalam perjalanan
sejarah Islam tidak dipenuhi dengan hukuman gisas dan
rajam. Ini dibuktikan dengan berbagai sikap Rasulullah
dalam merespon kasus-kasus kriminalitas yang dilaporkan
kepada beliau sebagai pihak eksekutif, beliau cenderung
menghindarkan dan meminimalisasi hukuman dari

masyarakat, seperti terungkap dalam Hadits berikut ini :
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Dari Ali bin Abi Thalib ra. Berkata, bersabda
Rasulullah  SAW:  “Hindarkan hukuman-
hukuman (hudud) semampu kalian, lalu jika
ada jalan keluar maka bebaskan terdakwa,
karena sesungguhnya pemimpin jika keliru
dalam memaafkan itu lebih baik dari pada
keliru dalam menghukum.” (H.R. Al-Baihaqy

dalam Al- Sunan al-Kubro).®
Sementara hikmah diyat atau denda dengan harta
adalah untuk kepentingan dua belah pihak dari pihak
pembunuh, dengan membayar denda secara damai kepada
keluarga terbunuh dia akan merasakan kehidupan baru
yang aman, dan juga akan bertaubat kejalan yang benar
karena merasakan betapa berharganya kehidupan.
Sementara bagi keluarga terbunuh yang menerima denda
dengan cara damai akan dapat memanfaatkan harta tersebut
untuk keberlangsungan hidupnya dan meringankan sedikit
beban kesedihannya. Dalam firman Allah “Walakum fil

* Paisol Burlian, Implementasi Konsep Hukuman Qishash Di
Indonesia, (Jawa Timur : Sinar Grafika, 2015), 31-32
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qishashi hayatun ya ulil albab la’allakum tattaqun™ (dan
dalam qgisas itu ada jaminan kelangsungan hidup bagimu,
hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertagqwa).®

Dalam upaya restorative justice perlu adanya
pemberian maaf dari pihak korban yang menjadi rukun
dalam (syarat utama) apabila suatu kejahatan tindak pidana
di selesaikan dengan konsekuensi diyat. Maka menjadi
penegasan ulang bahwa pokok dari restorative justice
adalah adanya pemaafan dari pihak korban. restorative
justice dengan diyar adalah dua hal yang memiliki
kesamaan secara hukum peradilan pidana dan hukum
pidana Islam, yang disebut dengan konsep Sulhu
(perdamaian).

Terdapat kisah dari seorang pembunuh dengan leher
terikat di datangkan kepada Rasulullah Saw. Beliau
memanggil wali orang yang terbunuh dengan memberikan
pertanyaan, “Apakah kamu mau memaafkannya?”, ia
menjawab “Tidak” “Apakah kamu mau mengambil diyat?
ia menjawab “Tidak” dan “Apakah kamu akan
membunuhnya?” ia menjawab “Ya”. Ketika wali itu
berpaling, Rasulullah kembali menanyakan hal serupa.
Hingga pada kali keempat, Nabi SAW bersabda, “Ingatlah
sesungguhnya jika kamu memaafkannya, hal itu
mengembalikan (menghapus) dosanya dan dosa temannya
(orang yang terbunuh).” Wali orang yang terbunuh pun

* Khairul Hamim, Fikih Jinayah, (Mataram: Sanabil, 2020), 253
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memaafkannya dengan menarik tali dari leher si
pembunuh. (H.R Muslim).®

Sifat pemaaf menjadi bagian dari akhlak yang mesti
ditiru dari Rasulullah SAW. Ada begitu banyak kisah
bagaimana Rasulullah SAW memaafkan kawan dan
musuhnya. Orang-orang musyrik dan ahlul kitab pernah
mendapatkan maaf dari Rasulullah. Alih-alih dendam atas
perlakuan mereka, Nabi SAW justru bersabar dan
mendoakan mereka.

Dari hadis Riwayat Muslim menjadi landasan bahwa
konsep diyatr merupakan hal yang dianjurkan oleh
Rasuluallah SAW. Sebagai pengganti dari hukuman qisdas.
Hal ini memberikan penjelasan bahwa sulhu (perdamaian)
merupakan pokok utama dalam upaya penanganan pidana
pada zaman rasulaullah dengan menerapkan konsep diyat,
maka gisas dianggap gugur.

Sejalan dengan konsep diyat yang mengedepankan
pemaafan terhadap tindak pidana, maka dalam islam dinilai
memenuhi dengan konsep sulhu. Menurut pendapat Sayyid
Sabig bahwa yang di maksud dengan sulhu adalah suatu
jenis akad untuk mengakhiri bahwa perlawanan antara dua
orang yang berlawanan. Maka disimpulkan bahwa sulhu
adalah suatu usaha untuk mendamaikan dua pihak yang
berselisihan, bertengkar, saling dendam, dan bermusuhan
dalam mempertahankan hak, dengan usaha tersebut dapat

*" Sumber: Mahmud al-Mishri: Ensiklopedia Akhlak Muhammad
SAW, diakses pada tanggal 22 Mei 2023, pukul 22:48
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diharapkan dapat berakhir nya perselisihan. Dalam
perdamaian terdapat dua pihak yang sebelumnya diantara
mereka terjadi persengketaan. Kemudian para pihak
sepakat untuk saling melepaskan semua atau sebagian dari
tuntutannya, hal ini yang dimaksud agar perselisihan
diantara mereka dapat diakhiri.

Dari pendapat lain sebagaimana yang di-ungkapkan
oleh Wahbah Zulhaily, Sulhu adalah akad untuk
mengakhiri semua bentuk pertengkaran atau perselisihan.
Dasar hukum sulhu yang di syari’atkan oleh Allah SWT
sebagaimana yang tertuang dalam Al-Qur’an Surat Al
Hujarat ayat 10 :%

f,saﬁ\”*\;sjmmﬁ\u}mﬂ\w

() Graach Kl @ )8
149: 10)< )

“Sesungguhnya orang-orang mukmin itu
bersaudara, karena itu damaikanlah antara
kedua saudaramu (yang berselisih) dan
bertakwalah kepada Allah agar kamu

mendapat rahmat.”
Dalam firman Allah, Rasulullah SAW juga juga
menganjurkan untuk melaksanakan perdamaian dalam
salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan

88

Ahmad Muflikhudin, “Akad As-Sulhu Sebagai Induk
Penyelesaian Sengketa Dalam Mua’malah Menurut Imam Jalaludin As-
Suyuti”, Jurnal As-Salam, Vol. IX No, 1, 2020, 110
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Tirmizi dari Umar Bin Auf Al-Muzzani Rasulullah SAW.
Bersabda :
Alall s G gialiall ) Blia 16
WoHa 525 YA
“Mendamaikan dua muslim (yang berselisih)
itu hukumnya boleh kecuali perdamaian yang
mengarah kepada upaya mengharamkan yang
halal dan menghalalkan yang haram”. (HR.
Ibnu Hibban dan Turmudzi)

Penerapan konsep al shulhu dalam hukum pidana salah
satunya terdapat dalam perkara pidana yang dilakukan oleh
anak. Konsep pidana yang dikedepankan dalam
penyelesaian anak yang berhadapan dengan hukum adalah
konsep restorative justice. pada prinsipnya konsep
restorative justice merupakan suatu pedoman dasar dalam
proses perdamaian diluar peradilan dengan menggunakan
cara mediasi atau musyawarah dalam mencapai suatu
keadilan yang diharapkan oleh pihak yang terlibat dalam
hukum pidana tersebut. %

Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa penerapan
restorative justice terhadap Sistem Peradilan Pidana Anak
yang melakukan tindak pidana menjadi tujuan utama dalam
berupaya untuk menghilangkan dendam dari pelaku

* Yusi Amdani Dan Liza Agnesta Krisna, “Konsep Meminta Maaf
Sebagai Hukuman Dalam Perkara Pidana”, Jurnal Hukum lus Quia lustum
No. 1 Vol. 26, Januari 2019, 81-84
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maupun korban. Sedangkan dalam Penerapan konsep
restorative justice dalam hukum pidana islam juga dapat
dilaksanakan apabila sulhu atau perdamaian yang terlihat
dalam jarimah qisas dan diyat. Jarimah qisas yang
dimaafkan oleh korban maupun keluarga korban dapat
menggugurkan hukuman gisas dan melalui penyelesaian
dengan jarimah diyat atau ganti rugi terhadap akibat
kejahatan yang dilakukan oleh pelaku dan dapat dirasakan
langsung oleh korban atau keluarganya.

Maka pada Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus
Anak/2020/Pn Kdl dalam penyelidikan dan pemberian
sanksi Aparat Penengak Hukum seharusnya terlebih
dahulu mengedepankan konsep restorative justice dalam
upaya melindungi hak-hak korban dan pelaku. Secara
dalam hukum Islam unsur yang di kedepankan dalam
pendekatan restorative justice memenuhi konsep sulhu
yaitu perdamaian atau pemaafan. Dapat dilakukan juga
dengan mengganti hukuman dengan jarimah qisas diyat
(denda), dimana denda tersebut dinilai memenuhi hak-hak
korban dan tidak memberatkan pelaku yang masih
dikategorikan anak di bawah umur.



BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan uraian yang peneliti telah paparkan pada

bab pembahasan dan berdasarkan masalah pokok yang

peneliti angkat, penulis menyimpulkan hasil penelitian
sebagai berikut:

1. Pada putusan kasus tindak pidana kekerasan yang
dilakukan oleh anak pada Perkara Nomor 8/Pid.Sus
Anak/2020/PN.Kdl majelis hakim memutuskan bahwa
kedua terdakwa terbukti secara sah turut dalam
melakukan tindakan pengeroyokan. Jaksa penuntut
umum menuntut para terdakwa dengan dakwaan
primair, para terdakwa dijatuhi dengan pidana
pembinaan dalam Lembaga Balai Rehabilitasi Sosial
Anak masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6
(enam) bulan. Majelis hakim dalam memutus putusan
tersebut selain mempertimbangkan usia para terdakwa
yang masih tergolong usia anak, dan juga
mempertimbangkan persoalan hukum para terdakwa
terbukti berdasarkan fakta-fakta yang terungkap
dipersidangan. Amar Putusan Pengadilan Negeri
Kendal pada Perkara Nomor 8/Pid.Sus
Anak/2020/PN.Kdl, masih terdapat kurang tepat
dalam melakukan sistem peradilan pidana anak
tersebut. Karena dalam perlindungan anak yang

100
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berhadapan dengan hukum tidak hanya dapat di
selesaikan melalui proses peradilan akan tetapi juga
dapat di selesaikan di luar proses peradilan pidana yang
di kenal dengan konsep restorative justice yang dimana
penyelesaikan tersebut melibatkan pelaku, korban,
keluarga pelaku/korban, dan pihak-pihak yang
bersangkutan untuk bersama-sama menciptakan
kesepakatan atas proses penyelesaian perkara yang adil
dan seimbang bagi pihak korban maupun pelaku
dengan mengedepankan pemulihan kembali pada
keadaan semula. Pada pasal 1 ayat 6 UU SPPA
menegaskan bahwa kewajiban bagi aparat penegak
hukum mengupayakan terlebih dahulu konsep keadilan
restorative justice dalam perkara sistem peradilan
anak.

. Terkait tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh
anak secara hukum islam unsur yang di kedepankan
dalam pendekatan restorative justice memenubhi
konsep sulhu yaitu perdamaian atau pemaafan. Dalam
pemberian hukuman dapat dilakukan dengan
mengganti hukuman yang seharusnya jarimah gisas
menjadi jarimah qisas diyat (denda), dimana denda
tersebut dinilai memenuhi hak-hak korban dan tidak
memberatkan pelaku yang masih dikategorikan anak di
bawah umur.
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B. Saran
Berdasarkan  kesimpulan yang telah  penulis

kemukakan diatas maka penulis menyampaikan beberapa

saran sebagai berikut :

1. Upaya perlindungan anak yang berhadapan dengan
hukum terdapat salah satu alternatif penyelesaian
dengan pendekatan restorative justice dalam
penyelesaian perkara dengan proses diversi, oleh
karena itu di setiap tahap penegakan hukum agar untuk
lebih mengedepankan upaya pendekatan restorative
justice terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

2. Untuk Penegak hukum, masyarakat dan khususnya
orang tua, dalam melakukan pendekatan, pembinaan,
serta pengawasan terhadap anak dengan melakukan
sosialisasi, maka secara tidak langsung agar dapat
mengurangi tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

3. Dalam penelitian ini masih terdapat beberapa
kekurangan terutama pada analisis penerapan
restorative justice, dengan ini perlu adanya tambahan
analisis mengenai konsep restorative justice guna
memperkuat analisis terhadap relevansi penerapan
restorative justice terhadap tindak pidana pada perkara
anak.
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PUTUSAN
Nomor &Pid.Sus-Anak/2020/PN Kdl

DEMI| KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Neger Kendal yang mengadili perkara pidana anak dengan
acara pemeriksaan hvasa dalam lingkal pertama menjatuhkan putusan sebagai
berikut dalam perkara Anak berhadapan dengan hukum :
Anak Hukum 1

Nama lengkap [ ]
Tempat lahir : Kendal;
UmurfTanggal lahir : 14 Tahun /21 Oktober 2005,
Jenis kelamin : Laki-lakg
Kebangsaan i
Tempat tinggal
Agama ¢ Islam; '
Pekerjaan 1 Pelajar;
Anak [ Jitahan dalam tahanan
wtan oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 3 Seplember 2020 sampal dengan langgal 9
September 2020;

2. Penyldik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 September

2020 sampal dengan tanggal 17 September 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2020 sampai dengan langgal

21 September 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak langgal 21 September 2020 sampai dengan

tanggal 30 September 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Perlama Oleh Ketua Pengadilan

Negeri sejak tanggal 1 Oklober 2020 sampai dengan tanggal 15 Okiober
2020;

Anak Berhad. deann Hukum 2

Tempat lahir H Ken;;l; i g
Umur/Tanggal lahir  : 16 tahun/6 Desember 2003;
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan :_Indonesia;
Tempal tnggal s l
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;
Anak [ Hitahan dalam tahanan rutan
oleh:
1. Penyidk sejak tanggal 3 Seplember 2020 sampai dengan tanggal 9
September 2020;

Halaman 1 dan 28 Putisan Nomor B/PxiSus-Anak/2020'PN Kdl
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2. Pernyidlk Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak langgal 10 Seplember

2020 sampai dengan tanggal 17 Seplember 2020;
3. Peryidik sejak langgal 17 Sep 2020 pai d langgal 23

Seplember 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2020 sampai dengan

anggal 30 Seplember 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Kewa Pengadilan

Negeri sejak langgal 1 Oktober 2020 sampal dengan langgal 15 Oktober

2020;
Para Anak berhadapan dengan Hukum did ingi oleh F

Hukum SUROTO, S.H, M. H., Advokat dan Konsultan Hukum, di YLBH PUTRA
NUSANTARA yang beralamat kantor di Jalan Kendal Permai Baru, lanial 2,
Jalan Soekarno-Hatta (Alun-alun) Kendal, berdasarkan Penelapan Nomor

&Pid.Sus-Anak/2020/PN Kdl, tenanggal 25 September 2020;
Para Anak berhadapan dengan hukum di ocleh g

kemasyarakalan dan oranglua;
Peng: Negeri
Selelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendal Nomor B/Pd.Sus-Anal/2020/PN

Kdl tanggal 21 Seplember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor &Pid.Sus-Anak/2020/PN Kdl tanggal 21

September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-sural lain yang bersangkutan;
Selelah mendengar kelerangan Saksi-saksi, dan Para Anak yang

berhadapan dengan hukum serna memperhatikan bukti surat dan barang bukti

yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang digjukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Pelaku 1 | ]
[~—==—dan Anak Pelaku il K |
[ ] terbukti b lsh melakukan tindak pdana “Pengeroyokan
mengakbatkan luka berar” sebagaimana diatr dan di pidana dalam
pasal 170 ayal (2) ke 2 KUHP dalam surat dakwaan kami;

2. Membenkan tindakan lerhadap Anak Pelaku 1|
[ b dan Anak pelakun [ ]
[ selama 1 (satu) tahun berupa perawalan di LPKS
Balai Rehahiliasi Sosial Anak yang memerbkan Perlindungan Khusus

Anlasena Magelang;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
- 1(satu) buah celurit gagang hitam.

Halaman 2 dan 28 Putusan Nomor 8PILSus-Anak/2020/PN Kdl
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- 1(saw) buah celuril gagang coklat.
Dirampas untuk di hi

4, Membebankan kedua anak pelaku untuk membayar biaya perkara

masing-masing sebesar Rp.2 500,00 (dua nbu lima ratus mpiah),
Selelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Para Anak

berhadapan dengan hukum yang pada poknknya sehagal berikut:
Penasihat Hukum mohon agar Majeks dalam Perkara ini

gingat anak berhaday hukum masih berstatus pelajar dan konsep
pemerintah anak harus bersckolah setidaknya 12 tahun, maka mohon anak
Kranya dapat dik diasuh kepada orang tuanya blar bisa melanjutkan
pelajaran model Virual sekarang Inl tenunya dengan mewajibkan absen
sebagal bentuk kontrd disiplin mereka, namun apabila Majells hakim
berbendapat lain mohon kiranya putusan yang menguntungkan anak yang

berhadapan dengan hukum dan yang serngan-ringannya;
Selelah mendengar permohanan para anak yang berhadapan dengan

hukum yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena
para anak menyesali perbuatannya dan besjanji tdak akan gulangl lagi;
Menimbang bahwa atas pledol dan Penasihat Hukum para anak
berhadapan hukum tersebut Peruntul umum menyatakan letap pada
wntutannya dan Penasihat Hukum para anak berhadapan hukum telap pada

pledoinya;

Menmbang, bahwa para anak berhadapan hukum digjukan ke
persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berd, kan surat 1 sebagai
berikut :

Primair,
Bahwa anak pelaku ||

bersama dengan anak pelaku Ill
————-] pada hari Rabu &nggal 02 Seplember 2020 sekira jam 01.00 wib
alau setidak-lidaknya pada suatu wakiu dalam bulan Seplember tahun 2020
benempat di jalan raya Desa Caruban-Welerl turut Desa Caruban Kecamatan
Ringinarum Kabupalen Kendal atau setidak-udaknya pada suatu lempat yang
masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendal, "dengan
terang g dan g tenaga bersama menggunakan kekerasan
terhadap orang yakni anak korban | ']
[ hingga mengakbatkan luka berat", yang dilakukan dengan cara
antara |ain sebagal berikut :
B ! saling gejek lewat media sosial Instagram antara
grup Jawara 69 dengan grup @wcy.official. Kemudian pada han Selasa tanggal

Halaman 3 dan 28 Pulisan Nomor B'PxdSus-Anak/2020PN Kdl
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01 September 2020 sekira jam 23.00 wib bertempat di pinggir jalan raya
caruban welerl, korban | g nong g bersama
dengan leman-lemannya yang lergabung dalam grup Jawara 69 mendapat
pesan singkal lewat medsos Instagram antara grup Jawara 69 dengan grup
@wcyoffical akan melakukan lawuran. Kemudian sekira jam 01.00 wib anak
pelaku | dan anak pelaku Il yang tergabung dalam grup@weyolficial
mendatangi korban dan temar ya yang sedang nongkrong dipinggir
jpun caruban-weler. Melitat hal wrsebut Korban dan ieman-emannya
berusaha mefarikan diri, namun korban terjatuh, &alu korban dipukul oleh kedua
anak pelaku. Anak pelaku | memukul kerban menggunakan senjata tyjam jenis
celurit sebanyak 1 (satu) kali mengenal bagian belakang telinga kanan,
sedangkan anak pelaku Il kul korban menggunakan senjata lajam |enis
¢Iurl sebanyak 1 (satu) kali mengenai paha kanan korban, melihat korban
Judah tidak berdaya karena mengalami luka-luka,
anak pelaku | dan anak pelaku Il pergi meninggalkan korban """
=~ Kemudian korban|________ AN yang mengalami luka-

luka dibawa sdr. b ju ke Rumah Sakit
Islam Weleri Kabupaten Kendal untuk menjalani perawatan. Szlanjuinya sdr.
[ ] selaku bapak kandung koman rkan
kejadl but ke Kepolisian guna dip secara hukum,

Akibal dari perbuatan kedua anak pelaku, anak korban [ 1
[ v’ i luka-luka. Sebagaimana Visum Et
Repertum No. 44M116AUNER/IX/2020 tanggal 14 Seplember 2020, yang
memeriksa dan menandatangan| yaitu dr. Nurul Kafi Al Miladi selaku dokter
pada Rumah Sakil Islam Kendal, pada pemeriksaan :
- Terdapal luka robek pada belakang telnga kanan panjang + 15cm,
- Luka robek pada daun telinga kanan,
- Lluka robek pada perut baglan kanan.
- Luka robek pada paha kanan dengan panjang .
- Lluka robek pada paha kanan dengan panjang & 25cm, lebar + 10cm, dalam
+ 5cm disertai robek pembuluh darah pada paha kanan yang menyebabkan
perdarahan hebal

Kesimpulan :

Kelainan-kelainan lersebut dialas lerjadi karena : Sayatan benda tajam dan
benturan benda tumpul.

Penderita tersebut dirawal dokler Firdaus Novi N, Sp B di RS. Islam Kendal.
Dilakukan operasi pada langgal 2 Seplember 2020.

Halaman 4 darl 28 Putisan Nomor B/Pid Sus-Anak/2020/PN Kdi
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Keadaan penderita kekiar darl Rumah Sakit Islam Kendal ; Perbaikan.
Perbuatan kedua anak pelaku sebagaimana diawr dan diancam pidana

dalam pasal 170 ayat (2) ke 2 KUHP.

Subsidair :

Bahwa anak pelaku | L ]
Lcwrwer=bersama dengan anak pelaku It F——_ ]
[rmetessessamy rada hari Rabu tanggal 02 September 2020 sekira jam 01.00
wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2020
bertempal di jalan raya Desa Caruban-Weleri turut Desa Caruban Kecamatan
Ringinarum Kabuy 1 dal atau setidak-tidaknya pada suatu lempat yang
masih ermasuk dalam daerah lukum Pengadilan Negerl Kendal, "dengan
terang g, dan g tenaga bersama menggunakan kekerasan
terhadap orang yakni anak korban [ ]
[ s=hingga mengakdatkan luka-luka", yang dilakukan dengan
cara antara lain sebagai berikut :

B | lah saling gejek lewat media sosial Instagram antara
grup Jawara 69 dengan grup @wcy.olficial. Kemudian pada hari Selasa tanggal
01 September 2020 sekira j]am 23.00 wib bertempat dipinggir jalan raya caruban
welerl, korban [N sedang nangkrong bersama dengan
leman-temannya yang lergabung dalam grup Jawara 69 mendapat pesan
sngkat |lewat medsos Instagram antara grup Jawara 69 dengan grup
@wcyaolficlal akan melakukan tawuran. Kemudian sekira [am 01.00 wib anak
pelaku | dan anak pelaku |l yang tergabung dalam grup@weyofficial
mendatangi korban dan leman-lemannya yang sedang nongkrong dipinggir
jplan caruban-weleri. Melihat hal tersebut Korban dan teman-lemannya
berusaha melarikan diri, namun korban terjatuh, lalu korban dipukul oleh kedua
anak pelaku. Anak pelaku | memukul karhan menggunakan senjata tajam jenis
celurit sebanyak 1 (sat) kali mengenai bagian belakang telinga kanan,
sedangkan anak pelaku Il memukul korban menggunakan senjata tajam jenis
celurt sebanyak 1 (satu) kali mengenal paha kanan korban, melihat korban
[N sudah lidak berdaya karena galami luka-luka,
anak pelaku | dan anak pelaku Il pergi meninggalkan korban oo

—
dian korban H. 1 yang

g uka-luka
dibawa sdr. CHAMIRUL AFIFUDIN BIN NURSITO menuju ke Rumah Sakit Islam
Weleri Kabupaten Kendal untuk menjalani perawatan. Selanjutnya sdr.

Halaman 5 das 28 Putusan Nomor SPASUs-Anak/2020PN Kdl
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[ 1 selaku bapak kandung koan melaporkan
kejadian tersebut ke Kepolisian guna diproses secara hukum,
Akibat dar| perbuatan kedua anak pelaku, anak korban ]
[ 10 meng i Iuka-luka. Sebagai Visum Et
Reperum No. 44/1.6AUNER/IX/2020 mnggal 14 Seplember 2020, yang
memeriksa dan menandatangani yaitu dr. Nurul Kafi Al Miladi selaku dokter
pada Rumah Sakit Islam Kendal, pada pemenksaan :
- Terdapat luka robek pada belakang lelnga kanan panjang & 15cm,
- Luka robek pada daun telinga kanan;
- Luka robek pada perut bagian kanan.
- Lukarobek pada paha kanan dengan panpang;
- luka robek pada paha kanan dengan panjang *25cm, lebar + 10cm, dalam
+Semdisertal robek pembuluh darah pada paha kanan yang menyebabkan
perdarahan hebat.

Kesimpulan !
Kelainarrkelainan tersebut diatas terjadi karena : Sayatan benda tajam dan
benturan benda tumpul,

derita tersebut dl dokter Fird, Novi N, Sp B di RS. Islam Kendal.

Dilakukan operasl| pada tanggal 2 September 2020.
Keadaan penderita keluar dari Rumah Sakit Iskam Kendal : Perbaikan,
Perbuatan kedua anak pelaku sebagaimana ckatur dan diancam pidana

dalam pasal 170 ayat (2) ke 1 KUHP;
Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Anak

yang berhadapan dengan hukum telah mengeni dan tidak mengajukan

keberatan;
Menimbang, bahwa untuk membukikan dakwaannya Penuntut Umum

telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak saks! | ~ - yang pada
okoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa anak mengalami korban pengeroyoh yaitu pada hari Rabu

tanggal 02 September 2020 pukul 01.00 Wib di jalan Raya Ds. Caruban
arah welerl ikut Ds. Caruban Kec.Ringinarum Kab. Kendal,

Bahwa pada harl Selasa tanggal 01 Seplember 2020 sekira Jam 23,00
Wib anak bersama teman leman sekitar 15 orang sedang nongkrong di
pinggir |alan Caruban arah welern unluk mengantisipasi adanya
kelompok darl grup Instagram @wcy,official yang lewat dan membuat
masalah, karena satu minggu sebelumnya sudah terjadi tawuran, untuk

Halaman 6 dan 28 Putisan Nomor 8PILSus~anak/2020/PN Kd]
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mengantisipasi jika ada tawuran dan salah sasaran, kemudian sekira jam
01.00 Wib dinl hari dalang sekelompok lawan grup anak datang sekitar
15 orang mengajak ribut di jalan Caruban arah Welen lalu saya berlarl
sambil membawa potongan kayu di depan sendiri yang lain masih di
belakang, menuju grup lawan, kemudian anak terjatuh lalu ada dua
orang dari phak lawan mendekali saya sambil membawa clurit dan
memukulkan ke arah anak;

- Bahwa dengan ya p kul Clurit anak lersebut
mengakibatkan luka robek di bagian telinga kanan, leher belakang, kakl
kanan atas dan pinggang kanan;

- Bahwa yang long anak lah kejadian te adalah teman
teman anak yang membawa ke RS! Weler| Kendal untuk melakukan
pengobatan;

Bahwa anak tidak tahu dan tidak kenal dengan siapa pelakunya tersebut;

- Bahwa dalam melakukan pengeroyokan tersebut para anak dengan
memukulkan pakai benda tajam;

- Bahwa para anak dalam menggunakan pengeroyokan dengan alat yaitu
Celurit;

- Bahwa sebabnya dengan ya pengerayol pada Inya sudah
bermnial tawuran melalul pesan medsos Instagram;

- Bahwa sebabnya dengan adanya pesan ejek mengejek melalui Medsos

Instagram antara grup Jawara 69 dengan grup @ wey.oflicial;

Bawa anak ikut dalam grup Jawara;

- Bahwa saat terjadi pengeroyokan lersebut anak bersama dengan teman
Iaman anak yailu: Agls, Candra, Syarif dan yang lainya anak tahu
orangnya akan letapl anak tidak lahu namanya,

- Bahwa karena pada saat itu teman tleman pada lari, anak pun ikut larl
akan telapi anak jatuh;

- Bahwa benar pada saat anak jatuh itulah terjadl pembacokan;

- Bahwa pada saal jatuh posisi anak tengkurep;

- Bahwa darl keliga orang tersebut semuanya darl Desa Caruban Kec.
Ringinarum Kab. Kendal;

- Bahwa atas kejadian tersebul anak mengalmi luka di bagian bekas
bacokan clurit leinga sebelah kanan, leher belakang, kaki sebelah
kanan atas dan pinggang sebelah kanan;

- Bahwa setahu anak adanya pengeroyokan pada ya sudah berniat

1 melalui pesan gi
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Bahwa sehabnya dengan adanya pesan ejek mengejek melalul Medsos

Instagram antara grup Jawara 69 dengan grup @ wey.official;

- Bahwa awalnya anak kurang |elas siapa yang memukull anak karena
anak menutupl wajah anak sendiri, akan tetapl setelah di beritahu Palis|
anak baru tahu, Bahwa benar itu yang telah memukull saya dengan
menggunakan clurit;

- Bahwa dalam melakukan pengeroyokan tersebut para terdakwa dengan

memukulkan pakal benda tajam;

Bahwa para anak dalam menggunakan pengeroyokan dengan alat yaitu

Clurit;

- Bahwa pada awalnya sudah berniat tawuran melalii pesan medsos

Instagram;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksl tersebut para anak

yang berhad, ) dengan hukum tidak keberatan;
2, Saks| & yang pada pokoknya menerangkan
sebagal berikut:

- Bahwa saksl diperiksa saat ini berkaitan dengan adanya tindak pidana
anak kandung saks| yang telah di keroyok oleh para terdakwa;

Kejadian tindak pidana Pengeroyokan tersebut pada harl Rabu tanggal
02 Seplember 2020 sekira pukul 01.00 WIB, bertempat d| Desa Caruban
Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal;

Bahwa pada harl Selasa tanggal 01 September 2020 sekira jam 20.00 Wik
anak saya berpamitan untuk bermain HP mencarl sinyal WIFI di Dukuh
Krajan Ds. Caruban Kecamatan Ringinarum Kab.Kendal dan hari Rabu
tanggal 02 September 2020 sekira pukul 01,30 Wib saksi di kabarl aleh
Chamirul Afifudin Bin Nur Sito bahwa anak saks| mengalaml |uka akibat
pengeroyokan yang sekarang ada di RS| Welerl;

- Saksl tahu darl Sdr. Chamirul Afifudin Bin Nur Sito datang kerumah
saksi yang mengabarkan bahwa korban berada di RSI Welerl Kendal
larena di keroyok dengan menggunakan alat tajam;

Bahwa yang saks| ketahul sampal korban masuk rumah sakit karena di
pukul dengan menggunakan senjata tajam;

Selelah saksi di beritahu oleh Afifudin tersebut saksi langsung menuju RSI
Welerl, korban anak saks| dalam keadaan tak sadarkan diri;

Bahwa korban dalam kondisl yang tak sadarkan diri tersehut karban
mengalami |uka memar d| wajah dan kepala luka sobek, di telinga kanan
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sampai leher, perut sebelah Kkiri sobek, jari tangan kanan, paha kanan

sobek dan kaki kanan sobek;

Bahwa dengan adanya pengeroyokan, akibat yang di timbulkan adalah

anak saksi harus di operasi dl RS) Weleri dan di rawat lama di RS) Welerl

- Bahwa benar korban masih tinggal serumah dengan saksi;

Bahwa yang membawa anak saksl| tersebut adalah Chamirul Afitudin Bin

Nur Sito;

- Bahwa yang membawa ke RSI Welerl tersebut beralamat di
Dkh.Pandaksarl RLO4 Rw.04 Ds. Caruban Kec. Rindinarum;

- Bahwa saks| tadinya tidak tahu siapa yang melakukan pengeroyokan, tapl
sekarang saks! sudah mengetahuinya yaltu para terdakwa;

- Bahwa saksl tidak tahu sebelumnya ada permasalahannya;

- Bahwa akibat daf pengerayokan tersebut anak saksi harnus di operasi di
RSI Weler dan dl rawat lama di RSI Welerl;

- Bahwa yang saksl ketahul sampal korban masuk rumah sakit karena di

pukul dengan menggunakan senjata tajam;

Setelah saksi di beritahu oleh Afitudin tersebut saksl langsung menuju RSI

Weleri karban anak saks| dalam keadaan tak sadarkan diri;

Bahwa saksi tadinya tidak tahu slapa yang melakukan pengeroyokan tapl

sekarang saksi sudah mengetahulnya;

- Bahwa saksi tidak tahu sebelumnya ada permasalahannya

Bahwa benar saksi sudah pernah d| perlksa di depan Penyidlik;

- Bahwa benar apa yang telah saks| sampalkan di depan Penyidik;

- Bahwa saks| tahu darl Sdr.[ 1 datang

kerumah saks| yang mengabarkan bahwa korban berada di RSI Welerl

Kendal karena di keroyok dengan menggunakan alat tajam;

Bahwa anak saks! di rawat di welerl selama satu minggu;

- Bahwa darl pihak keluarga anak ada yang menghubungl saksl

- Bahwa darl pihak keluarga anak memberl biaya santunan
Rp.11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);

- Bahwa saks| tahu kalau anak itu di keroyok karena saks| di beri tahu aleh
EEman anak saks! d| antaranya, Sdr. [ pd [*]
kerumah saks| yang mengabarkan bahwa korban berada di RSI Weleri
Kendal karena di keroyok dengan menggunakan alat tajam

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksl tersebut para anak
yang berhadapan dengan hukum tidak keberatan;
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3. Saksi | | yang pada pokoknya menerangkan
sebagal berikut:

Bahwa dengan adanya pengeroyokan lersebut terjadi pada harl Rabu
tanggal 02 September 2020, sekira jam 01.00 Wib di pinggir jalan
Caruban — Weleri [kut Ds. Caruban Kec. Gemuh Kab. Kendal.

Bahwa yang menjadi korban adalah Andika Ade Himawan Bin
Suhermanto;

Bahwa saksi lahu korban bertempal linggal di Desa Camban RLO3
Rw.05 Kec. Ringinarum Kab.Kendal;

Bahwa saksi idak tahu yang melakukan pengeroyokan

Bahwa saksi di beritahu oleh seseorang yang saksl lidak tahu
namanya, kemudian saksl mendatangi korban saudara |
e

Bahwa saal kejadian lersebul posisi saksl berada di depan masjid
Desa Caruban Kecamatan Ringinarum Kahupaten Kendal, kemudian
ada informasi akan adanya lawuran anak Desa Caruban dengan
daerah lain selanjutnya saksi menuju tempat kejadian tawuran tersebul;
Bahwa jarak saksi dan korban kurang lebih 170 meter;

Bahwa seingal saksi, waktu itu situasi keadaan lerang karena adanya
pancaran lampu listrik darl penerangan jalan;

Bahwa saksi saat menolong korban, bahwa korban sudah tidak
berdaya k dian saksi khat orang berlarl kearah timur memakai
pkel warna merah hati dan memakai celana panjang dan wamnanya
tdak kelihatan;

Bahwa setahu saksi para pelaku tersebut menggunakan sepeda mator
roda dua,

Bahwa setahu saksi sepeda motor yang di pergunakan oleh para
erdakwa anak tersebul menggunakan kenalpot Brong (keras) sepeda
motor apa, saksi kurang jelas;

Bahwa pada hari Rabu langgal 02 seplember 2020 sekira pukul 01.00
wib di pinggir JI. Caruban - Weler| [kut Ds, Caruban Kec. Ringinarum
Kab. Kendal saks! mengelahu lawuran anak-anak Ds. Caruban dengan
anak-anak mana saksi kurang lahu persis, tetapi darl Informasl anak-
anak Kendal lelapi saksi tidak ikut, cuma melihal dari depan Masjid
yang kemudian saksi mendapat informasi bahwa dari tawuran lersebul
ada korban yang mengalami luka-luka, kemudian saks| berlari ke arah
imur dan mendalangi kerumunan tersebut, setelah melihat kerumunan
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b yala Handika Ade F ian saksi rangkul dan
saksi naikan ke sepeda molor bersama warga desa Caruban, saksi
bawa ke RSI Weleri di bagian UGD;

Bahwa korban sampal sekarang lidak hisa melakukan kegiatan/

melakukan aktifitasnya dan masih keadaan sakit;

- Bahwa pelaku memakai jakel berwarma merah hal dan yang satunya
memakai jakel berwarna hijau tua motif putih pada lengan, perawakan
nya tinggi 160 cm kurus memakai masker yang salu memakai jaket
hjau lua molif puth pada lengan dan untuk pelaku yang memakai jaket
warna merah hali agak gemuk memakai masker;

. Bahwa saksi mengenal korban yang bemama | E
HIMAWAN karena korban lelangga saksi;

Menimbang bahwa terhadap gan saksi but para anak
yang berhadapan dengan hukum tdak keberatan;
4, Saksi[“——"——""yangpadap y g bagai berikut:
- Bahwa yang k dan Pengeroyokan adalah b
Yaitu 1. | D dan 2.

| | H

- Bahwa itu lerjadi pada hari Rabu langgal 02 Seplember 2020 sekira
pukul 01.00 Wib di pinggir jalan Raya Caruban — Weleri ikut Desa
Canban gii p

- Bahwa saksi lahu kalau ada kejadian pengeroyokan dan ada korban

lah ada lap dan yarak

- Bahwa kejadian lersebul lerjadi pada hari Rabu langgal 02 Seplember
220 sekira pukul 20.00 Wib di dalam rumah ikut daerah sukorejo
Kab.Kendal;

- Bahwa saal lerjadi penangkapan lidak ada perlawana;

- Bahwa para anak ditangkap wakiu ada laporan lerus pagi harinya

eriangkap;

- Bahwa dalam F gh dap para anak lersebut
saksi gan sdr Ariel

- Bahwa saksi b p L dap para anak lersebut

arda laporan dan karena melakukan kekerasan di depan umum yang
mengakibatkan luka;
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Bahwa pengeroyokan itu terjadi pada hari Rabu tanggal 02 September
2020 sekira pukul 01,00 Wib di pinggir Jalan Raya Caruban - Weleri
kul Desa Caruban Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal;

Bahwa saksi 1ahu kalau para anak lersebul melakukan kekerasan dan
pengeroyokan setelah di beritahu oleh saksl - saksl pada wakiu
pemeriksaan yang berada di tempat kejadian (TKP);

Bahwa saksi mengelahui kalau para anak tersebul yang melakukan
kel dan pengeroy 1 k g dari 24 jam;

Bahwa anak lersebut mengakuinya yang 1 pe

lersebut;

Bahwa pada awal mula pelugas polisi dari polies Kendal mendapal
hporan darl warga pada tanggal 02 seplember 2020 pada pukul 01.00
wih telah lenadi pengeroyckan hadap g anak yang
mengakibatkan luka luka, selanjulnya saksi melakukan penyelidikan
melalui kelerangan saksi-saksi dan informasi terahir kejadian tersebut
di dapat informasi bahwa di duga pelakunya kedua anak tersebut yaituy

| D dan [ 1

[ DI lalu siang harinya di lakukan

pencarian terhadap kedua anak tersebut di rumahnya, namun tidak ada
di rumah. saksi dapal Informasi sekitar pukul 20.00wib keberadaan
anak berada di wilayah Sukorejo Kendal dan para anak lersebut
mengakuinya melakukan pengeroyokan lalu di bawa ke Polres Kendal;

Bahwa kedua celurit lersebut yang di pergunakan sebagai alat
pengeroyokan;

Bahwa sudah tidak ada kelerangan lagl yang akan di sampaikan di
persidangan, sudah cukup;

Bahwa saksi dalam melakukan penangkapan bersama teman petugas
Polisi Aril Setiawan;

Bahwa saksi tahu kalau para anak tersebut melakukan kekerasan dan
pengeroyokan setelah di beritahu oleh saksi saksl pada wakiu
pemeriksaan yang berada di lempat kejadian (TKP);

Bahwa saksi mengelahui kalau para anak tersebut yang melakukan
kek dan pengeroyokan kurang dari 24 jam;

Bahwa saksl tidak lahu detailnya karena saksi hanya melakukan
penangkapan k saksi kan ke bagian Penyidik, untuk yang
Ebih detalinya itu lugas darl Penyidik;
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Bahwa karban luka akibal perbuatan kekerasan anak tersebut;
Bahwa dalam melakuk g ap para anak tersebut
saks| bersama dengan teman saksi yang bernama Arle! Setiawan;

- Bahwa saksi mebBkukan penangkapan terhadap para anak tersebut
karena ada laporan lelah lerjadi pengeroyokan dan melakukan
kekerasan di depan umum yang mengakibatkan luka;
Bahwa pada awal mula petugas polisi dan polres Kendal mendapat
hporan darl warga pada tanggal 02 september 2020 pada pukul 01.00
wibh telah terjadi pengkeroyokan lerhadap sesearang anak yang
mengakibatkan luka luka, selanjulnya saksi melakukan penyelidikan
melalul keterangan saksi-saksi dan informasi terahir kejadian tersebut
di dapat informasi bahwa di duga pelakunya kedua anak tersebut yaitu
IL ]
[ llalu siang harinya di lakukan
pencarian terhadap kedua anak tersebut di rumahnya, namun tidak ada
di rumah saksi dapal informasi sekitar pukul 20 00wib keberadaan anak
berada dl wilayah Sukorejo Kendal dan para anak tersebut
mengakuinya melakukan pengeroyokan lalu di bawa ke Polres Kendal;
Bahwa anak tersebut mengakuinya yang melakukan pengeroyokan
tersebut;
Bahwa pengeroyokan itu lerjadi pada hari Rabu tanggal 02 September
2020 sekira pukul 01.00 Wib di pinggir jalan Raya Caruban — Weleri
ikut DsCaruban Kec. Ringinarum Kab.Kendal;
Bahwa saks| mengetahui kalau para anak lersebut yang melakukan
kel 1 dan pengeroyokan kurang dari 24 jam;
Bahwa anak tersebut mengakuinya yang melakukan pengeroyokan
tersebut;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para anak

yang berhadapan dengan hukum udak keberatan;
5. Saks| yang pada pokoknya menerangkan sebagal berikut :

- Bahwa saks| dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan
adanya perkara pengeroy dan k

Bahwa saksl melakukan penangkapan lersebut terjad| pada harl Rabu
tanggal 02 September 2020 sekira pukul 20.00 Wit di dalam rumah,
daerah sukorejo Kab Kendal;

Bahwa dalam p gkap dap para anak tersebut
saks| bersama dengan teman saksi yang bernama Nova Anang M;
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- Bahwa saksi lakukan p k rhadap para anak lersebul
karena melakukan kekerasan di depan umum yang mengakibatkan
luka;

- Bahwa kejadian itu lerjadi pada hari Rabu langgal 02 Seplember 2020
sekira pukul 01.00 Wib di pinggir jalan Raya Caruban — Weleri ikul
Desa Caruban K ingil Kabup dal;

- Bahwa saksi tahu kalau para anak kan kek dan
pengeroyokan selelah di beritahu oleh saksi saksi pada wakiu
pemeriksaan yang berada di lempal kejadan (TKP);

- Bahwa saksi mengelahui kalau para anak lersebutl yang melakukan
L 1 dan pengeroyokan kurang dari 24 jam;

- Bahwa anak b inya yang k pengerayok
tersebut;

- Bahwa pada awal mula petgas polisi dari polres Kendal mendapal
hporan dari warga pada langgal 02 seplember 2020 pada pukul 01.00

wib telah terjadi peng Y d g anak yang
mengakibatkan luka luka, j saksi peny
melalul keterangan saksi-saksi dan i terahir kej b
di dapat informasi bahwa di duga pelakunya kedua anak lersebul yailu
L t

l |l lalu siang harinya di lakukan
pencarlan terhadap kedua anak lersebut d rumahnya, namun lidak ada
di rimah saksi dapal informasi sekitar pukul 20.00wb keberadaan anak

berada di layah korej dal dan para anak lersebul
mengakulnya melakukan pengeroyokan lalu di bawa ke Polres Kendal;

- Bahwa benar kedua celurit but yang di pergunak bagai alal
pengaroyokan;

- Bahwa dalam L p T dap para anak lersebut
saks| bersama dengan leman saksi yang bernama Nova Anang M;

- Bahwa saksi lakuk p 9! dap para anak lersebul
karena melakukan kekerasan di depan umum yang mengakibatkan
luka;

- Bahwa benar korban luka akibat perb L anak b

- Bahwa benar kedua celurit yang di pergunak b alat
pengeroyokan;
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- Bahwa anak tersebut mengakuinya yang melakukan pengeroyokan
tersebut
Bahwa itu terjadi pada hari Rabu langgal 02 September 2020 sekira
pukul 01.00 Wib di pinggir jalan Raya Caruban — Weleri Ikut Desa
Caruban Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal;
Bahwa saksl mengetahul kalau para anak lersebul yang melakukan
kekerasan dan pengeroyokan kurang dari 24 jam;
- Bahwa anak tersebut mengakuinya yang melakukan pengeroyokan

lersebut;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebul para anak

yang berhadapan dengan hukum tidak keberatan;
Menimbang, bahwa Para Anak yang berhadapan dengan hukum di

telah beril kelerangan yang pada pokoknya sebagai

berikul:
Anak 1[ - - 1
- Bahwa anak[*~—-—pa lelah melakukan peng 3 ap Anak korban

Handika pada hari Rabu langgal 02 September 2020 sekira Pukul 01.00 Wib
di jalan raya Desa Caruban - Welen ikul Desa Caruban Kecamatan

Ringinarum Kabupaten Kendal,
- Bahwa ya anak [ dan U sekilar 15 (lima belas)
aang nongkrong di tanah abang di Desa P jo K

Kabupaten Kendal melalul video call di ejek di katal lambe besar, dan anak
marah dan anak hilang kamu posisi dimana, di jawab posisi ada d pinggir
plan tanah abang Desa Poncorejo;

- Bahwa kemudian anak [ berboncengan dengan Sdr, Tahu dan Anak
[——_——h bersama dengan teman-teman yang lain mendalang| tempat
ersebut dan anak Ifandega sudah mempersiapkan clurit yang disembunylkan
d belakang baju dalam perut;

- Bahwa sesampal d| tempat itu mereka tidak ada, dan ada ima motor yang

mincing-mancing emas| wi irl di jalan & di jalan k h

Desa Caruban ¥ 1 Ringi Kabup Kendal, ian anak

fandega kejar tepainya di jalan raya Desa Caruban — Welen di Desa
Caruban g .

- Bahwa di tempat sudah I b k orang dan akan

yerang anak ltandega dan dian Anak korban Handika

Ade H datang mau y g telapi terjatuh terjegal

sendiri i anak lfand bacok Anak korban
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[ ———————————1dengan menggunakan clril mengenai bagan kaki
sebelah kanan sebanyak satu kall;

- Bahwa selanptnya anak fandega perg meninggalkan korban berboncengan
dengan sdr tahu dan Anak [ ke rumah RIAN yang beralamal di
Desa Triharjo;

- Bahwa celurt yang anak lfandiga gunakan untuk membacok Anak korban
Handka Ade Himawan disimpan di rumah Rian;

Anak 21 1

- Bahwa anak[———_——— ] Allas Towel lelah melakukan pengeroyckan
kepada Anak korban Handika pada hari Rabu langgal 02 september 2020
sekira pukul 01.00 wib di Jalan raya b Desa C an
Ringinarum Kabupaten Kendal;

- Bahwa awalnya pada hari selasa tanggal 01 seplember 2020 selara jam
13,00 WIB anak[~——— " Sdr. FAREL di beritahu dan di ajak
untuk ikut tawuran dengan orang yang tergabung dalam grup instagram
Jawara 69 dan Sdr. T ngko bengi ayo melu lawuran
lawan grup Jawara 69 (TOWET ayo nanti malam ikut tawuran melawan
grup Jawara 69) lalu Anak C—_——"n )i Yo gko aku melu
<(iya nanti saya ikut)";

- Bahwa kemudian sekitar pukul 23.00 WIB anak [——————) berangkal
dari rumah naik sepeda molor dengan jata lajam b

celurit menuju ke Desa Pancarejo untuk b gan le
yang lainnya;

. Bahwa setelah kumpul sekitar 15 (lima belas) orang, selanjutnya anak
Falagul Asjun beserta rombongan ju Desa C 0
grup jawara 69 untuk tawuran;

- Bahwa selanjulnya setelah Anak b wreee——; ] run
dari sepeda motor sambll celurit gk 4 yang
hinnya tidak ikut mendekat dan hanya berh i v dekat Yy ing

masing;

- Bahwa selanjutnya Anak korban ) dalang mendekat
mau menyerang Anak Faragur e ——— e3P tefjatuh
erjegal kakinya sendiii kemudian e ———
membacok Anak korban |*~—“a dengan menggunakan clurt;

- Bahwa Anak ————— membacok Anak korban e reoe s
mengenai belakang kuping sebelah kanan kemudian anak_—_—___" pergi

Halaman 16 dasi 28 Putusan Nomor SPxiSus-Anak/220PN Kd




130

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

meninggakan korban berboncengan dengan sdr Tahu dan Anak ['=——"—ja ke
rumah RIAN yang beralamal di Desa Triharjo;

- Bahwa Anak lfan Dega membacok Anak korban [~ di baglan kaki
sebelah kanan sebanyak satu kali;

- Bahwa ceburil yang anak ————__h gunakan untuk membacok Anak
korban [ disimpan dirumah sdr RYAN;

- Bshwa anak tdak tahu kondisl korban karena anak langsung pergi
meninggakan korban;

- Bahwa celuril tersebut milik anak C————"""n sendiri;

- Bahwa Anak—eqerrepn menyesall perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai
benkul:

- 1 (satw) buah celurit gagang hitam;

- 1(salu) buah celurit gagang coklat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukii dan barang bukti yang
diajukan diperoleh fakta-fakia hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak I[_____hdan anak F——————__ltelah melakuk
pengeroyokan kepada Anak karbanl . —————————In pada hari Rabu
nnggal 02 september 2020 sekira pukul 01.00 wib di Jalan raya caruban di
Desa Caruban Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal;

- Bahwa awalnya pada harl selasa tanggal 01 September 2020 sekira jam
13.00 WIB anak [—————— bertemu ‘eer—reealL di bertahu dan di ajak
untuk ikut tawuran dengan orang yang tergabung dalam grup inslagram
Jawara 69 dan Sdr. "D ngko bengi ayo melu tawuran
hwan grup Jawara 69 (TOWED ayo nanti malam ikul lawuran melawan
grup Jawara 69) lalu Anak "0 javab “yo gko aku melu
Yiya nant| saya ikut)~;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 23,00 WIB anak ") berangkat

darl rumah naik sepeda motor g b jaia lajam berupa
celurit menuju ke Desa Pc =1 kumpul gan leman-leman yang
lalnnya;

- Baliwa setelah sampai di lanah abang di Desa Poncorejo Kecamatan Gemuh
Kabupaten Kendal anak | - — — teman-

Eman seldtar 15 (ima belas) orang merasa lersinggung karena di ejek oleh
kelompok Jawara 99 di katai lambe besar melalui video call, selanjutnya para

Halaman 17 dan 28 Pulusan Nomor 8PidSus-Anak/2020PN Kdi
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Anak berhadapan dengan hokum b tes nya i orang
yang mengejek tersebut ke sekitar jalan tanah abang Desa Poncorejo;

- Bahwa kemudian anak "} berboncengan dengan Sdr. Tahu dan Anak

——— b dengan | 1 ' yang lain mendatangi lempat

ersebut dan anak Ilfandega sudah mempersiapkan celnt yang

dsembunyikan di belakang baju dalam perul;

Bahwa sesampai di pinggir jJalan tanah abang Desa Poncorejo arang yang

dcari idak ada, tetapi ada llma motor yang mancing emosl dengan berjalan

vira-wiri dl jalan kemudian anak C———_1 dan Anak Faagarreen bersama
eman-teman yang lain mangejar ima sepeda molor tarsebut;

- Bahwa selelah sampai di jalan raya Desa Caruban - Weler| di Desa Caruban
Kecamalan Ringinarum Kabupalen Kendal sudah berkumpul banyak orang
dan akan menyerang anak [ N b
rombongan, kemudian Anak korban """ datang mendekat
mau menyerang letapi terjatuh lerjegal dengan kakinya sendiri kemudian
anak Ifandega membacok Anak korban [ """ dengan
menggunakan celurit mengenal bagian kaki sebelah kanan sebanyak satu
Kali, selanjutnya Anak I acsqmrreyard uga membacok Anak korban Heremea
""" dengan menggunakan celurit mengenal belakang kuping
sebelah kanan;

- Bahwa kemudian Anak [ ——Jdan Anak C___""""h bersama sdr. Tahu

berboncengan sepeda motor pergi meninggalkan lempat kejadian menuju

rumah Rian yang beralamat d| Desa Triharjo;

Bahwa 2 (dua) bilah celurit milik Anak frereegs dan Anak [

dsimpan di rumah sdcRian di Desa Triharjo;

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. 4411L.6AUNER/IX/2020 langgal

14 Sep 2020, yang iksa dan mer gani dr. Nurul Kafi Al

Miladi selaku dokter pada Rumah Sakit Islam Kendal, pada pemeriksaan

Anak Korban """

- Terdapat luka robek pada belakang telinga kanan panjang + 15cm,

- Luka robek pada daun telinga kanan,

Luka robek pada perut bagian kanan.

Luka robek pada paha kanan dengan panjang;

- Luka robek pada paha kanan dengan panjang + 25 ¢m, lebar 10 cm,
dalam ¢ 5 on disertal robek pembuluh darah pada paha kanan yang
menyebabkan perdarahan hebal.

Kesimpulan :

Halaman 18 dan 28 Pulusan Nomor SPiSus-Anak/2G0'PN Kdl
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Kelainan-kelainan tersebut diatas terjad| karena : Sayatlan benda lgam dan
tenturan benda tumpul;
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan
mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakia hukum tersebul diatas,
Para Anak berhadapan dengan hukum dapat dinyatakan telah tndak

pldana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Anak berhadapan dengan hukum telah
didakwa oleh Penuntut Umum dengan dak subsideri yaitu Primair
sebagaimana dialur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP, Subsidair
sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayal (2) ke 1 KUHP deh karena dakwaan

di secara subsidairitas maka Majells Hakim lerleblh dahulu

P gkan d. ' primair sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayal
(2) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagal berikut:
Ursur Barangsiapa;

2. Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan

kekerasan terhadap orang atau barang;
3. Unsur jika kekerasan mengakibatkan luka berat;
Menmbang, bahwa terhadap unswr-unsur tersebut Majelis Hakim
perimbangk hagal berikut:
Ad.1. Unsur Bamangsiapa;
Menimbang bahwa yang mana maksud dengan unsur barangslapa

adalah dijukan kepada manusia sebagai subyek hukum pendukung hak
dan kewajiban yang sehat balk jasmani maupun rohaninya sehingga
dapat perianggung) kan segala perb nya;

Menimbang bahwa berdasarkan kelerangan saksi-saksi dan
keterangan Para Anak Berhadapan dengan Hukum di persidangan serta
Sural Dakwaan dan requisitore Penuntul Umum, bahwa Para Anak
Berhadapan dengan Hukum telah b terhadap ident y
sehagaimana lermuatl dalam Berita Acara Sidang dengan demiklan
pengertian “harangsiapa™ yang merupakan Subyek Hukum dalam
perkara ini adalah benar Para Anak Berhadapan dengan Hukum yang
bernama Anak 1 [~—*———*t—=———— Bin Sumanto dan Anak 2
I ———ITowed Bin Nmyadl sehingga tidak terdapal adanya
errorin dalam gadili ini;

Menimbang, bahwa gar ian Majeks Hakim lal
balwa unsur barangsiapa telah tespenuhi;

Ad2. Unsur dengan terang-lerangan dan dengan lenaga bersama
menggunakan kekerasan terhadap orang alau barang;

Halaman 19 dan 28 Pulsan Nomor 8P Sus-Anak/2020PN Kd)
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Menimbang bahwa dari fakia-takta yang terungkap di persidangan
yaitu dari kelerangan saksi-saksi sera keterangan Para Anak
Berhadapan dengan Hukum bahwa pada hari Rabu tanggal 02
Seplember 2020 sekitar pukul 01.00 Wib di Jalan raya caruban di Desa
Caruban Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal, anak lfandega dan
anak [ ] Alias Towel lelah melakukan kekerasan kepada

Anak korban |1
Menimbang bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 01

September 2020 sekira jam 13.00 WIB anak ;) bertemu Sdr.
FAREL di beritahu dan di ajak untuk ikut tawuran dengan orang yang
tergabung dalam grup instagram Jawara 69 dan Sdr.
“TOWET ngko bengl ayo melu tawuran lawan grup Jawara 69 (TOWET
ayo nanti malam ikul tawuran melawan grup Jawara 69) lalu Anak
I: menjawab “yo menqko aku melu *(iya nanti saya ikut)”;

19 bahwa k sekitar pukul 23.00 WIB anak
[y berangkal dari rumah naik sepeda molor dengan
b ]l lajam celurit ju ke Desa Poncorejo

berkumpul dengu\ teman-teman yang lal nra
mbang bahwa setelah sampal di tanah abang di Desa

F jo K G h Kah Kendal anak Ilfandega dan
anak T bersama teman-leman sekitar 15 (lima bels) orang
saal sedang nongkrong merasa lersinggung karena di ejek oleh
kelompok Jawara 99 di katal lambe besar melalui video cal, selanjutnya
para Anak berhadapan dengan hukum [l

mencari orang yang mengejek tersebut di sekitar jalan tanah abang Desa

Poncorejo;
Menimbang bahwa kemudian anak Ifandega berboncengan

dengan Sdr. Tahu dan Anak " bersama dengan leman-leman
yang lain mendatangi tempal lersebut dan anak [“—-3 sudah
mempersiapkan celrit yang d buny di belakang baju dalam
perut, selelah sampai di pinggir jalan tanah abang Desa Poncorejo orang
yang dicari tidak ada, tetapi ada ima molor yang mancing emosi dengan
bedalan wira-wirl di jalan kemudian anak [~ dan Anak [
Arun bersama teman-teman yang lain mengejar lima sepeda molor

Eersebut;
Menimbang bahwa setelah sampai di jalan raya Desa Caruban —

Weleri di Desa Caruban Kecamatan Ringnarum Kabupaten Kendal

sudah berkumpul banyak orang yang akan Y g anak (== 1
dan Anak [ p— | g k dian Anak korban

Halaman 20 dan 28 Putiean Nomor 8P Sus-Anak/2020/PN Kd!
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[ ]1datang mau Y g tetapl terjatub
terjegal dengan kakinya sendir anak 1 k

Anak korban e dengan menggunakan celurit
mengenal bagian kaki sebelah kanan sebanyak satu kali, selanjutnya
Anak ") poa Anak korban ([T

dengan menggunakan celurit mengenai belakang kuping sebelah kanan;
Menimbang bahwa kemudian Anak Hfandega dan Anak Falaqul

Arjun  bersama sdr. Tahu berboncengan sepeda mator  pergi
meninggalkan tempal kejadian menuju rumah Rlan yang beralamal di
Desa Triharjo dan 2 (dua) bdah celurit milik Anak [*— dan Anak

[ disimpan di rumah sdr.Rian di Desa Triharjo;
Menimbang bahwa akibat bacokan yang dilakukan oleh Anak

ffandega dan Anak [——————__h tersebut Anak korban lrarmmeres

Hi meng i luka rh Visum Et Repertum No.

44/I1L.EAUNER. | 14 Sep 2020, yang memeriksa

dan menandatangani dr. Nurul Kafi Al Miladi selaku dokter pada Rumah

Sakit Islam Kendal, pada pemeriksaan Anak Korban 7771

Himawan:

- Terdapat luka robek pada belakang telinga kanan panjang +15cm;

- Luka robek pada daun lelnga kanan;

- Luka robek pada perul bagian kanan;

- Luka robek pada paha kanan dengan panjang;

- Luka robek pada paha kanan dengan panjang £ 25 om, lebar + 10cm,
dalam + 5 om disenai robek pembuluh darah pada paha kanan yang
menyebabkan perdarahan hebat

Kesimpulan : kelainan-kelinan lersebut diatas teradi karena : Sayatan

benda tajJam dan benturan benda wmpul;

Mer g bahwa fakia-fakta yang terungkap di
persidangan, Majelis menilai lerhadap perbuatan Anak hermcgd dan
Anak L - - k terhadap Anak korban Handika
Ade Himawan di Jalan raya caruban di Desa Caruban Kecamatan
Ringinarum Kabupaten Kendal, dengan cara anak hareegh membacok
Anak karban [——————=—— dengan menggunakan celunt
mengenal bagian kaki sebelah kanan sebanyak satu kali, selanjutnya

Anak [———"——juga Anak korban "1
dengan menggunakan celurit 0] g kuping 1 kanan,
adalah perbuatan yang g tenaga b gan

Halaman 21 dan 28 Purusan Nomor B/PKLSUS-Anak/2@ 0PN Kdl
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demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur dengan lerang-terangan dan
gan lenaga b menggunak dap orang atau
barang, telah terpenuhi;

Ad 3. Unsur jka kekerasan mengakibatkan uka beral;
Menimbang bahwa yang dimaksud luka berat berdasarkan Pasal

90 KUHP adalah janh sakil alau mendapal luka yang tidak memberi
harapan akan sembuh sama sekal, atau yang menimbulkan bahaya
maut; tidak pu te: untuk jalankan tugas |abatan atau
pekerjaan pencarian; kehilangan salah satu pancaindera; mendapat
cacat berat; menderita sakil mpuh; terganggunya daya plkir selama

empat minggu lehih; gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;
Menimbang bahwa dari lakta-fakta yang terungkap di persidangan

yaitu darl keterangan saksi-saksi sena keterangan Para Anak
Berhadapan dengan Hukum, bahwa akibat kekerasan yang dilakukan
oleh Anak Ifandega dan Anak [ kondis| Anak karban "1
[ tangan kirinya tidak dapat digerakkan dan akibat |uka di
bagian belakang telinga kanan, Anak korban masih merasa pusing dan

pandangan berkunang-kunang;
Meni bahwa berdasarkan keterangan saksl Suhermanto

orang twa Anak korban, Anak korban masih akan melakukan scaning di

ortopedi Semarang, pada tangan kirl Anak korban;
Menimb bahwa berd kan fakta-fakia yang terungkap di

persidangan, Majelis menilal luka yang diderita Anak korban [~
Himawan akibal kekerasan yang dilakukan aleh Anaki_————_"Idan Anak
" adalah lerg g luka berat dengan demikian Majelis Hakim
berpendapat Unsur jka kekerasan mengakibatkan luka berat, telah

erpenuhi;
Menimbang, bahwa berdasarkan perimbangan tersebut di atas, maka

Majelis Hakim berpendapal bahwa Para Anak Berhadapan dengan Hukum telah
lerbukti melakukan perbualan pidana yang memenuhi rumusan unsur-unsur
dalam Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP g Primair Py

Umum;
Menimbang bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum yang

menyatakan mohon agar Majelis dalam memulus Perkara ini mengingat Para
anak berhadapan dengan hukum masih berstatus pelajar dan konsep
pemerintah anak harus ber ; ya 12 lahun, mohon anak kirany

dapat dkembalkan diasuh kepada orang tuanya biar bisa melanjutkan pelajaran

model Viral sekarang inl teniunya dengan mewajibkan absen sebagal bentuk

Halaman 22 dari 28 Putisan Nomor SPdSus-Anak/Z@0PN Kdl
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kantro| disiplin mereka, namun apabila Majelis hakim berbendapat lain mohan
kranya putusan yang menguntungkan Para anak berhadapan dengan hukum
dan yang seringan-ringannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan
bersama dengan Laporan Peneliti K k 1\ darl Pembimhbing
Kemasyarakatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat (3) dan (4) UU
SPPA, Hakim walib mempertimbangkan laparan peneliian kemasyarakatan darl
Pembimbing yarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara dan
dalam hal laporan peneliian kemasyarakatan tidak dipertimbangkan dalam
putusan Hakim, putusan batal demi hukum;

Menimbang, bahwa Leporan Penelitan Kemasyarakatan krtanggal 7
September 2020 yang dbuat dan ditandatangani oleh Pembimbing
1 Didik yanto atas nama kllen Anak p“——'———ttitmy

Pranantyo Bin Sumanto dan Laporan Penelitian Kemasyarakatan ertanggal 7
Septemher 2020 yang dibuat dan dilandatangani oleh Pembimbing
Kemasyarakatan Sri Ety Prihartiningsih atas nama klien Anak Fi———— """

[ — =1 = ] lisa dan k lan hasll peng 1
serta rekomendasl sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) BAPAS Kelas
| Semarang tanggal 07 Sep 2020 mer d 1 agar ABH alas
nama Anak [ 10 dan AnakFaagarardn Alias

Towed Bin Mulyadi Tindakan berupa perawatan di LPKS di Balai Rehabilitasi
Anak yang memer|ukan Perlindungan Khusus Antasena Magelang Sesual pasal
82 ayat (1) hurul a Undang-undang RI No0.11 tahun 2012 tentang Sistem
Peradilan Pidana Anak dengan pertimbangan Anak |f=—t———tsidenemmmmte,
sebagal berlkut :

1, Kilen baru pertama kall men|alin proses hukum,
2. Kien sangat membutuhkan terapl perubahan pola pikir dan

rerilaku/rehabllitasi secara Insetl;
3. Menghindarkan diri stigma negative pidana penjara.
4. Usia klien masih sangat muda sehingga masih tetap harus mendapatkan

rerlindungan hukum (UU RI no. 35 tahun 2014 tentang perubahan Atas UU
Rt Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak Pasal 64 Ayat (2) huru!
d berbunyi "Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan
tukum di laksanakan melalui....penjatuhan sanksl yang untuk kepentingan

yang terbaik bagi anak ....);
. Pidana penjara sebagal upaya terakhir dan dalam waktu paling singkat {(UU

R No0.11 Tahun 2012 tentang Peradilan Pidana Anak Pasal 3 hurul g. Setiap
anak dalam proses peradilan pidana berhak....... Tidak ditangkap, di tahan

Halaman 23 darl 28 Putisan Nomor B'PidSus-Anak/20200PN Kdl
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dan di penjara, kecuali sebagal upaya lerakhir dan dalam wakiu yang paling

singkal);
Anak [ 1 gal berikut :
1 Keluarga bersedia klien mendapatkan pendidikan & pondok pesantren

untuk melanjutkan sekalah;
2. Kien mendapatkan pembinaan dan pendidikan formal dan non formal

berupa ilan untuk bekal kehid kelak;

3 Elek jera bagi pelaku dan keadilan bagi kerban;
4. Kien diberikan terapl psikologi lebih mendalam untk memperbaiki

mental kepribadiannya;
5 Kien mendapatkan bimbingan sesuai dengan caseplan yang telah

dbuat;
6. Menghindarkan dari stigma pdana penjara merupakan upaya terakhir

dhlam penangonan anak berkonflik dongan hokum (ABH)AItimum

remedium;

Menimbang bahwa berdasarkan kelentuan Pasal 69 ayal (2) Undang
Undang No.11 Tahun 2012 tentang SPPA, Anak yang belum berusia 14 (empat
belas) tahun hanya dapat dikenai tindak sedangkan berdasarkan kutipan
akta kelahiran No.S3/9/TF/2010 alas nama ==desstbld.Beanannsy hir pada
tanggal 21 Oklober 2005, dengan demikian Anal ['==-===ttfeteemmcnssy (alah
berumur 14 tahun 11 bulan 8 han, sedangkan berdasarkan kutipan akta
kelahiran No.4295/2003 atas namal—— 1 lahir pada tanggal
& Desember 2003 telah berumur 16 tahun 9 bulan 8 hari, dengan demikian
rekomendasi dari Tim Peng F yarak 1 (TPP) dan pembelaan
Fenashat Hukum tersebut Majelis Hakim berpendapal tdak sesuai dengan
ketentuan Pasal 69 ayat (2) Undang Undang No.11 Tahun 2012 lentang SPPA

dan haruslah dikesampingkan;
imbang bahwa berd kan kelentuan Pasal 69 ayal (3) Undang
Undang No.11 Tahun 2012 tentang SPPA, menyatakan Tindak bagaimana

dimaksud pada ayal (1) dapat dejukan oleh Penuntut Umum dalam
wntutannya, kecuali tndak pidana diancam dengan pidana penjara paling

singkat 7 (tujuh) tahun, dan berdasark wntutan F Umum Anak
Berh 1 Hukum I Han Anak
Berhadapan Hukum < 1, terbukti

bersalah melakukan tndak pidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut
Umum Pasal 170 Ayat (2) ke-2 KUHP dengan ancaman hukuman pidana

penjara 9 (Sembilan) tahun;

imbang bahwa be kan keseluruhan pertimbangan di alas,
Majelis Hakim tdak sependap gan tuntutan P Umum yang
menuntut Anak dapan Hukum & v oo

Hakynian 24 dan 28 Putisan Nomor /P Sus-Anak/20R0PN Kdl




138

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 00.id

SUMANTO dan Anak Berhadapan Hukum [ A
Bin MULYADI agar dlkenakan indakan selama 1 (saw) tahun berupa
perawalan di LPKS Balal Rehablltasi Sosial Anak;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim pemidanaan terhadap anak
sebagai pelaku tindak pidana tidak dapat disamakan seperti halnya tindak
pidana yang pelakunya adalah orang dewasa. Karena apabila pemidanaan
lerhadap anak i disamakan dengan orang dewasa, maka akan dapal

i Ikan d 1k yang hebat bagi anak yang pada akhirnya
mempengaruhi perkembangan mental dan jiwa si anak, juga dikhawatirkan anak
akan dengan cepat meniru perlakuan dari orang-orang yang ada di dekatnya;

Menimbang, bahwa ) lerhadap anak sebagal pelaku tindak
pidana harus dapal merubah anak tersebut menjad| |ebih balk. Pemidanaan
terhadap anak sebagal pelaku undak pidana harus bersifat edukalif, yaitu
pemidanaan yang tidak hanya dari segi pemid saja,
namun lebih kankan kepada ya agar anak bisa dirubah
perilakunya menjadi lebih bak dan idak akan mengulangi indakannya tersebul

tanpa harus diberikan pidana badan atau penjara;
Menimbang, bahwa menurul Majelis Hakim Negara juga mempunyai

kewajiban untuk akan p han lerhadap hak-hak dari Anak

Berhadapan Hukum (ABH), salah sam diantaranya yang paling penting adalah

hak untuk mendapatkan pendidikan, maka berdasarkan keseluruhan

pertimbangan lersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana

pembinaan dalam lkembaga merupakan pidana yang paling tepal djatuhkan

kepada Anak harecgaveray +ranong o Bin dan Anak

Alias Towed Bin Mulyadi, dengan menempatkan Anak llaraega—veyrrarormyo
Bin Sumanto dan Anak Fasgurrmerms-roweaowrvoryaol dalam pembinaan

akan merubah perilaku Anak*—*——**<*—=———=—gin Sumanto dan Anak

= Bin Mulyadi kearah lebih bak dan Anak Hfp=stem—tesety
Pranontyo Bin Sumanlo krcalal sswa akif kelas X di SMK NU 03 Kalwungu,

Kendal dan Anak [———"——"—""5 Towed Bin Mulyadi tercatat siswa akifl kelas

X| c SMA sehingga masih bsa melanjutkan pendidikan formalnya;

Menimbang, bahwa lerhadap barang bukti yang diajukan di persidangan
untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa lerhadap barang bukti berupa 1 (sat) buah celurit
gagang hitam dan 1 (satu) buah celurit gagang coklat, oleh karena tidak lagi
digunakan untuk pembuktian maka Majelis Hakim berpendapat barang bukt
tersebut agar dirusak sehingga tidak dapal dipergunakan lagi;

Halaman 25 dari 28 Pullsan Nomor 8/PxLSus-Anak/2020/PN KdI
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Menmbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak

! g o Jdan Anak R n

Mulyadi, maka perlu dpertimbangkan leslebh dahuli keadaan yang

memberalkan dan yang ingar Anak If il

Sumanto dan Anak [!esstAsiua Aliaa Tead Bin Mulyadi;

Keadaan yang " 3

- Akbal Perb Anak [ > - I dan Anak
[ Jin Mutyadi y tangan kirl Anak karban
Handika Ade sampai sekarang belum dapal digerakkan dan masing sering
mengalami pusing;

Keadaan yang meringankan :

- Anak I e — yoour ‘dan Anak I oS
Towed Bin Mulyadi yesall b ya dan berjanji tidak akan
mengulangi perbuatannya;

- Anak ot B e —
Towed Bin Mulyadi bersikap sopan sel; g

- Anak |- — - 0 masih kelas X di SMK
dan Anak [ di masih sekolah kelas X! di
SMA;

- Orang tua Anak [*—————*=—=———1 Bin Sumanio dan Anak [—*—|
S —————— L 1] berik kepada Anak

korban tasdila—Adatimsnss berupa uang uniuk biaya pengobatan
sejumiah Rp.11.000.000,00 (sebelas juta nipiah);
Menimbang bahwa dari pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan

hal-hal yang meringankan tersebut, Majels Hakim berpendap yang
akan dijatuhkan telah cukup bagi Anak lerocgo vy e 1
dan Anak [ - S=Ji  untuk ginsyaf

perb ya dan di lan pantas dan adil serta seumpal dengan
kesalahannya yang dilakukan Anak lfandega Widy Pranontyo Bin Sumanto dan
Anak [ ]1dan sesual dengan keadian bagi
semua pihak;

Menimbang, bahwa karena Anak If — — ‘0
dan Anak [ - 1 diny dan
dijatuhi pidana, maka Anak | — p dan Anak
[ Ji harus dibebani untuk membayar biaya
perkara;

Halaman 26 dari 28 Pullsan Nomor 8/Pid Sus-Ansk/2020/PN Kdl




140

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

g.go.id

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (2) ke-2 KUHP, Undang-undang Nomor
11 Tahun 2012 lentang Sistem Peradian Pidana Anak sera peraturan

g lain yang b g i

MENGADILI:
1. yatakan Anak [ ] dan Anak
[ di tersebut dialas, terbukli secara sah
dan meyakinkan bersalah MELAKUKAN KEKERASAN MENYEBABKAN

LUKA BERAT, sebagail dak Prmair P Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak[ - 1
dan Anak F_ . I oleh karena i dengan

pidana Pembinaan dalam lembaga di Balal Rehabilitasi Sosial Anak Yang
Memerlukan Perindungan Khusus (BRSAMPK) ANTASENA Magelang

masing-masing selama 1 (satu) @hun dan 6 (enam) bulan;
: Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah celurit gagang hitam;
- 1 (satu) buah celurit gagang coklat;

2qar dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
4 Membebankan Analptestema-tasd B ‘0 dan Anak
quqmrmm—vm'mwﬁdl yar biaya perk ing

masing sejumlah Rp,2,000,00 (dua ribu rupiah);

Demiklaniah diputuskan dalam sdang pemusyawaratan Magelis Hakim
Pengadilan Neger| Kendal, pada hari Selasa, langgal 6 Okiober 2020, oleh kami,
Agung Sulistiono, S.H., sebagal Hakim Ketua, Ari Gunawan, S.H.MH , Sahida
Avyanl, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggola, yang diucapkan dalam
sdang terbuka untuk umum pada harl Kamis tanggal 8 Oktober 2020 oleh Hakim
Kelua dengan didamping| para Hakim Anggota lersebut, dbantu oleh Sugondo,
S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendal, serta dihadiri oleh
Sukmawati, S.H., MH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendal, Para
Anak dapan Hukum, P ing Y ), orangtua dan
Penasihal Hukum Anak Berhadapan Hukum;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

A Gunawan, S H.MH Agung Sulistiono, S.H.

Sahida Ariyani, S.H.
Panitera Pengganti,

Halaman 27 dan 28 Putisan Nomor 8/PidSus-Anak/2020PN Kdl

Toe Hataman 27
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Sugondo, SH

Halaman 28 dar 28 Pulisan Nomor BIPKASUS-Anak/202 0PN Kdl

Eme # i e 8 st gt o 1300 008 3 Hatarman 28
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C. Pertanyaan Wawancara

1.

Siapa nama ibu dan di bagian apa ibu bekerja di
pengadilan negeri Kendal?

Berapa jumlah kasus perkara pidana anak yang
terjadi di pengadilan negeri Kendal sejak tahun
2018 sampai 2023 ?

Bagaimana kronologi pada kasus putusan
Nomor.8/pid.sus anak/2020/Pn.KdI?

Bagaimana proses penyelesaianya?

Apakah dalam proses penyelesaian sudah
menerapkan restorative justice terhadap pelaku?
Apakah dalam proses penyelesaian nya sudah
dilakukan nya pertemuan antara pelaku, korban,
saksi, dan masyarakat ?

Apa saja hal yang menyebabkan restorative justice
tidak titerapkan dalam penyelesaian putusan
tersebut?

Apa konsekuensi hukum terhadap pelaku tindak
pidana kekerasan yang dilakukan oleh anak dalam
putusan tersebut?

Bagaimana konsekuensi hukum yang seharusnya

di terapkan apabila pelaku tindak pidana yang



143

dilakukan oleh anak menerapkan restorative
justice?

10. Bagaimana pendapat ibu tentang adanya
penerapan restorative justice terhadap pelaku
kekerasan anak dalam putusan?
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